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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan guru kelas pada 
tahun 2015-2019 di SD negeri Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang 
dihitung berdasarkan jumlah rombel dan data guru PNS yang akan memasuki usia 
pensiun.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis 
pada penelitian ini adalah UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dan BKD Kabupaten 
Sleman. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari 
UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok dan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan proyeksi. 
 Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Kebutuhan guru kelas 
PNS di SD negeri Kecamatan Depok pada tahun 2014 adalah sebanyak 88 guru. 
(2) Hasil proyeksi guru kelas PNS pada tahun 2015-2019 berdasarkan jumlah 
rombel dan data guru PNS yang akan memasuki usia pensiun adalah sebanyak 88 
guru. Dari 88 guru tersebut dengan sebaran pada tahun 2015 membutuhkan 16 
guru, tahun 2016 membutuhkan 11 guru, tahun 2017 membutuhkan 20 guru, 
tahun 2018 membutuhkan 21 guru dan tahun 2019 membutuhkan 20 guru. (3) 
Hasil analisis kualifikasi akademik adalah dari 299 guru kelas yang ada terdapat 
sebanyak 180 guru (60%) yang sudah memenuhi kualifikasi akademik S-1 dan 1 
guru diantaranya merupakan lulusan S-2, sisanya yaitu sebanyak 119 guru (40%) 
belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 dengan rincian 25 guru (8,4) 
merupakan tamatan DIII, 75 guru (25%) merupakan tamatan DII dan 19 guru 
(9,3%) merupakan tamatan SMA. Dari 299 guru kelas, sebanyak 165 guru (55%) 
yang sudah sertifikasi dan 134 guru (45%) belum sertifikasi. Dilihat dari relevansi 
latar belakang pendidikan guru terhadap bidang tugas yang diampu sebagai guru 
kelas, dari 165 guru kelas yang sudah sertifikasi sebanyak 100 guru (61%) 
termasuk dalam kategori relevan/linier yaitu lulusan S-1 PGSD, sebanyak 27 guru 
(16%) termasuk dalam kategori kurang relevan serumpun mengajar pada salah 
satu 5 bidang studi pokok yang ada pada SD yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, 
IPA, IPS dan PPKN, sebanyak 34 guru (21%) termasuk dalam kategori tidak 
relevan/tidak linier yaitu di luar S-1 PGSD dan 5 mapel pokok SD, dan sebanyak 
4 guru (2%) tidak diketahui keterangan pada kolom tamatan pendidikan. 
 
Kata kunci: proyeksi kebutuhan guru kelas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Banyak berbagai faktor yang dapat mempengaruhi suskses tidaknya 
penyelenggaraan pendidikan nasional seperti adanya dana, kurikulum dan tenaga 
pengajar atau guru. Untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas, tentu 
harus diimbangi dengan ketersediaan guru baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Ketersediaan guru secara kuantitas dilihat dari segi jumlah guru yang seharusnya 
ada dan ketersediaan guru secara kualitas dilihat dari segi kualifikasi akademik 
dan kompetensi guru. Selain itu pendanaan pendidikan menjadi hal yang sangat 
penting untuk memenuhi kebutuhan seperti gedung sekolah, ruang kelas, buku 
ajar, media/alat bantu pelajaran dan sarana prasarana. Pendanaan pendidikan yang 
dimaksud selama ini berasal dari dana 20% anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) serta dari dana angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 
ayat 4 bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Berdasarkan pernyataan 
tersebut jelas bahwa sebanyak 20% dari dana APBN dan APBD dikhususkan 
untuk penyelenggaraan pendidikan dan sebagai wujud upaya pemerintah dalam 
peningkatan mutu pendidikan. Dalam pengalokasian dan pendistribusian dana 
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tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal 
yang menyangkut pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. 
      Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah 
dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, sejak diberlakukannya daerah 
otonom, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam melakukan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua 
aspek pemerintahan termasuk dalam perekruitan pegawai. Dalam 
pengadaan/perekruitan pegawai PNS, pemerintah daerah diberikan keleluasaan 
untuk melakukan pengangkatan PNS dilihat dari segi jumlah maupun formasi 
yang dibutuhkan dengan melakukan analisis kebutuhan pegawai terlebih dahulu.  
Adanya dana, kurikulum, peserta didik, gedung belajar, sarana prasarana dan 
tenaga pendidik (guru) merupakan aspek yang sangat penting yang harus 
terpenuhi dalam suatu manajemen sekolah. Dari beberapa aspek tersebut salah 
satunya yaitu guru, merupakan aspek yang sangat penting dan memiliki kontribusi 
paling banyak bagi suksesnya penyelengaraan pendidikan. Seberapa bagus 
kualitas seorang guru akan mencerminkan baik-buruknya output (lulusan) yang 
dihasilkan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah (Permendiknas No 7 tahun 2010 Pemenuhan 
Kebutuhan Guru di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terkecil).  
Guru sering dikatakan sebagai alat penyalur informasi dan ilmu pengetahuan 
terhadap siswanya, sehingga untuk menciptakan bangsa yang cerdas tentu 
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kebutuhan guru yang ada haruslah sebanding dengan jumlah peserta didik. Guru 
pada jenjang sekolah dasar sering disebut dengan guru kelas. Guru kelas adalah 
guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 
dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB 
dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat (Juknis Peraturan 5 
Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil). 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sleman, pada saat 
wawancara dengan Bawa Krisnandita selaku Kepala Sub.Bagian Umum, 
diungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang saat ini terjadi. Salah 
satu permasalahan tersebut adalah terjadinya kekurangan guru. Kekurangan guru 
yang sangat signifikan terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 
sebanyak 649 guru. Dari angka 469 guru tersebut adalah jumlah kekurangan guru 
dilihat dari status PNS yang terdiri dari guru kelas, guru agama islam dan guru 
penjaskes. Hal itu terjadi karena anggaran pendanaan pendidikan sebanyak 20% 
dari APBD yang diberikan oleh pemerintah belum mencukupi dalam pemenuhan 
pembiayaan pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah daerah tentunya memiliki 
perhitungan dan prioritas-prioritas yang diutamakan dalam pengalokasian dana 
20% APBD tersebut. Pada kenyataannya dana alokasi APBD sebesar 61% 
sebagian besar telah habis terpakai untuk menggaji pegawai, sedangkan 
pemerintah juga harus memenuhi prioritas kebutuhan lainnya seperti 
pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, pengadaan sarana 
prasarana, buku ajar, dan media/alat bantu pelajaran yang kesemuanya menjadi 
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hal pokok yang juga diutamakan. Di samping itu pemerintah tidak dapat 
sembarangan untuk melakukan pengangkatan CPNS. Ketentuan atau syarat agar 
pemerintah daerah dapat melakukan pengangkatan CPNS adalah anggaran untuk 
menggaji pegawai tidak boleh lebih dari 50%. Apabila anggaran untuk menggaji 
pegawai masih lebih dari 50% maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan 
pengangkatan CPNS dan akan berdampak pada moratorium atau penundaan 
pengangkatan PNS selama 1 sampai 2 tahun. Moratorium merupakan kebijakan 
nasional yang dicanangkan pemerintah pusat apabila pemerintah tidak memiliki 
dana yang cukup untuk melakukan pengangkatan CPNS. Kebijakan moratorium 
ini berlaku tidak hanya untuk cakupan nasional, akan tetapi berlaku juga untuk 
daerah-daerah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan 
pengangkatan CPNS. 
Keterbatasan dana yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Sleman tersebut 
berdampak pada munculnya kebijakan moratorium beberapa waktu lalu. Dengan 
adanya moratorium tersebut, terjadi penundaan pengangkatan CPNS selama 
beberapa tahun terakhir, yang disebabkan pemerintah tidak memiliki 
dana/anggaran yang cukup untuk pengadaan/rekruitmen CPNS dan 
mengakibatkan terjadinya kekurangan guru yang berstatus PNS di beberapa 
sekolah khususnya di SD negeri. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah 
guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS). 
Pada umumnya, sekolah yang dinyatakan cukup adalah sekolah yang memiliki 
guru kelas sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya, yaitu pada perbandingan 
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1:1, dengan kata lain apabila rombelnya ada 6 kelas maka guru kelas yang harus 
ada sebanyak 6 guru. Selain guru kelas, untuk dikatakan cukup sekolah tersebut 
juga harus memiliki masing-masing guru PAI dan Penjaskes. Hal tersebut sesuai 
dengan apa yang ada dalam Juknis Peraturan 5 Menteri tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap SD harus 
mempunyai guru kelas sesuai dengan jumlah rombel atau kelas yang ada, serta 
harus mempunyai guru penjas dan guru agama. Pada sekolah SD negeri yang 
menjadi patokan adalah guru yang berstatus PNS, apabila guru yang ada belum 
seluruhnya berstatus PNS maka sekolah tersebut dinyatakan kurang. Berdasarkan 
asumsi yang disampaikan oleh Drs. Tri Pujantoro selaku Kepala Bidang Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan (BPPTK) Dinas Dikpora Kabupaten Sleman pada 
tanggal 12 Agustus 2013, diungkapkan bahwa untuk perhitungan kebutuhan guru 
pada sekolah negeri yang menjadi patokan perhitungan adalah guru yang berstatus 
PNS.  
Berdasarkan data rekap kekurangan guru PNS SD Negeri pada tahun 2013 
yang diperoleh dari Dinas Dikpora Kab.Sleman, dari 377 sekolah SD negeri total 
kekurangan guru SD yang berstatus PNS adalah sebanyak 649 guru. Berikut 
adalah data kekurangan guru yang dimaksud. 
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Tabel 1. Data Rekap Kekurangan Guru PNS SD Negeri Tahun 2013 
Kecamatan 
 
Jumlah 
Sekolah 
Jumlah 
Rombel 
Kekurangan Jumlah 
Kekuran
gan 
Guru Kelas 
PNS yang 
ada 
Guru 
Penjas 
Guru 
PAI 
Guru 
Kelas 
Berbah 15 102 9 5 15 29 87 
Cangkringan 17 114 11 2 19 32 95 
Depok 37 312 30 10 70 110 242 
Gamping 25 168 6 5 26 37 142 
Godean 20 132 3 1 13 17 119 
Kalasan 26 182 11 9 26 46 156 
Minggir 13 78 2 1 8 11 70 
Mlati 31 204 19 4 37 60 167 
Moyudan 12 72 1 3 7 11 65 
Ngaglik 30 204 16 4 42 62 162 
Ngemplak 22 144 9 3 20 32 124 
Pakem 19 120 10 - 19 29 101 
Prambanan 22 150 15 11 29 55 121 
Seyegan 21 139 5 1 21 27 118 
Sleman 30 214 13 1 33 47 181 
Tempel 20 131 7 2 14 23 117 
Turi 17 102 5 - 16 21 86 
Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Sleman 
Rincian dari total kekurangan 649 guru tersebut adalah 415 guru kelas, 172 
guru penjaskes dan 62 guru pendidikan agama islam (PAI). Kekurangan guru 
Pendidikan Agama Kristen/Katholik (PAK) tidak diketahui jumlahnya karena 
berdasarkan data tersebut yang menjadi perhitungan hanya pada guru kelas, guru 
penjaskes dan guru PAI. Dasar perhitungan dari tabel di atas tidak berdasarkan 
perhitungan rasio guru dan siswa, melainkan berdasarkan jumlah rombel yang 
ada. Dalam arti setiap sekolah harus memiliki guru kelas sebanyak jumlah rombel 
yang ada dan memiliki masing-masing guru penjaskes dan guru PAI yang 
berstatus PNS. Apabila di suatu sekolah terdapat misal 6 rombel maka guru yang 
harus ada adalah sebanyak 6 guru kelas, 1 guru penjaskes dan 1 guru PAI 
begitupun kelipatannya.    
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Dari tabel di atas, jumlah kekurangan guru yang paling banyak terdapat pada 
guru kelas yaitu mencapai 415 guru yang tersebar di 17 kecamatan. Banyaknya 
jumlah kekurangan pada guru kelas, menimbulkan adanya implikasi bahwa 
pemerataan dan ketersediaan guru kelas PNS di wilayah Kabupaten Sleman masih 
kurang baik. Selain moratorium adanya guru mutasi, pensiun dan meninggal dunia 
bisa dijadikan salah satu penyebab kekurangan guru di Kabupaten Sleman. 
Apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya, kekurangan guru yang paling 
banyak terjadi yaitu di Kecamatan Depok. Kekurangan guru mencapai angka 110, 
rinciannya adalah 70 guru kelas, 10 guru agama dan guru penjaskes sebanyak 30 
guru. Oleh karena itu menjadi suatu dasar penguatan mengapa penelitian ini 
dilakukan di Kecamatan Depok dan lebih difokuskan pada guru kelas karena 
jumlah kekurangan guru kelas lebih banyak dari guru PAI dan guru Penjaskes.  
Dengan adanya masalah kekurangan guru, diperlukan suatu perencanaan 
kebutuhan guru di masa yang akan datang sehingga proses pembelajaran di kelas 
dapat berjalan secara kondusif didukung dengan keberadaan guru yang signifikan. 
Perencanaan di masa yang akan datang sering disebut dengan istilah Proyeksi. 
Proyeksi adalah perkiraan tentang keadaan masa depan yang akan datang dengan 
menggunakan data yang ada sekarang (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). 
Perencanaan pendidikan dalam lingkup mikro yakni pada sektor lembaga sekolah, 
terbagi menjadi 3 yaitu perencanaan jangka pendek (dibawah 4 tahun), menengah 
(5-9 tahun) dan panjang (10-25 tahun) (Sutiman dan Setya, 2002: 11). 
Ketersediaan guru secara kuantitas atau secara jumlah saja tidak cukup demi 
memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain kuantitas, faktor kualitas guru 
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juga menjadi hal yang pokok dan perlu diperhatikan. Baik buruknya output yang 
dihasilkan tergantung dari kualitas guru itu sendiri pada saat melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. Kualitas guru dapat tercermin dari profesinya sebagai 
tenaga profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi 
akademik seperti apa yang sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen pasal 7 butir c 
yang secara tegas bahwa prinsip profesionalisme seorang guru harus memiliki 
kualifikasi akademik dan memiliki latarbelakang pendidikan sesuai bidang 
tugasnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sangat jelas apabila untuk dikatakan 
sebagai guru profesional maka harus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 
dan ijazah atau latarbelakang pendidikan harus relevan dengan bidang tugas yang 
diampu. Selain melihat pada jumlah kebutuhan guru, pada penelitian ini juga akan 
menganalisis tentang bagaimana kualitas guru yang ada di Kecamatan Depok 
apakah sudah memenuhi kualifikasi akademik atau belum serta melihat pada 
kerelevansian latarbelakang yang dimiliki guru terhadap bidang tugas sebagai 
guru kelas yang diampu. 
Berangkat dari data hasil observasi dan data yang diperoleh, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian proyeksi kebutuhan guru kelas dengan tema 
“Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas PNS di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 
Depok Kabupaten Sleman Periode Tahun 2015-2019”. Penelitian ini merupakan 
penelitian praktis dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Dinas 
Dikpora Kab.Sleman, UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok Kabupaten 
Sleman dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan guru kelas berdasarkan status PNS 
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dan kebutuhan riil guru kelas PNS berdasarkan data guru yang akan memasuki 
usia pensiun di jenjang sekolah dasar (SD) negeri pada periode 5 tahun ke depan. 
Kecamatan Depok yang ingin peneliti gunakan sebagai tempat penelitian karena 
Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan yang mengalami kekurangan 
guru kelas paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di wilayah 
Kabupaten Sleman. 
Berdasarkan hasil observasi, diungkapkan juga bahwa kegiatan proyeksi pada  
jenjang sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sleman belum ada data terkait 
perencanaan kebutuhan guru, oleh karena itu penelitian ini kiranya akan sangat 
dibutuhkan mengingat hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan 
manfaat dan kontribusi bagi dinas pendidikan terkait penataan dan pemerataan 
guru khususnya guru kelas. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka terdapat 
beberapa identifikasi permasalahan yang terjadi yaitu : 
1. Terjadi kekurangan guru yang sangat signifikan di Kecamatan Depok, 
khususnya guru kelas di SD negeri. Oleh karena itu perlu adanya 
penghitungan kebutuhan guru kelas dalam rangka upaya penataan dan 
pemerataan guru di wilayah Kecamatan Depok. Di tambah kegiatan proyeksi 
kebutuhan guru kelas di Dinas Dikpora belum ada data terkait perencanaan 
kebutuhan guru sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 
dinas pendidikan. 
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2. Terjadi moratorium atau penundaan pengangkatan guru PNS di Kab. Sleman 
beberapa tahun yang lalu sehingga berakibat pada masalah kekurangan guru. 
3. Sebanyak 61% dana APBD sebagian besar telah habis terpakai untuk 
menggaji pegawai, hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak dapat 
melakukan pengangkatan guru. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah pada penelitian ini akan dibatasi pada proyeksi 
kebutuhan guru kelas PNS di sekolah dasar negeri  Kecamatan Depok Kabupaten 
Sleman periode tahun 2015-2019. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah : 
1. Berapa jumlah kebutuhan guru kelas PNS di sekolah dasar negeri Kecamatan 
Depok periode tahun 2014 ? 
2. Berapa proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di sekolah dasar negeri  
Kecamatan Depok pada tahun 2015 -2019 ? 
3. Bagaimana analisis kualifikasi akademik dan relevansi latarbelakang 
pendidikan guru kelas terhadap bidang tugas sebagai guru kelas di Kecamatan 
Depok pada tahun 2014? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
 11 
 
1. Jumlah kebutuhan guru kelas PNS di sekolah dasar negeri Kecamatan Depok 
periode tahun 2014. 
2. Proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di sekolah dasar negeri Kecamatan Depok 
tahun 2015 -2019. 
3. Analisis kualifikasi akademik dan relevansi latarbelakang pendidikan guru 
kelas terhadap bidang tugas sebagai guru kelas di Kecamatan Depok pada 
tahun 2014. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan terkait dengan ilmu perencanaan pendidikan sekaligus 
berkaitan dengan 8 bidang garapan Manajemen Pendidikan khususnya 
manajemen personalia pada perencanaan pegawai.  
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian teori penelitian relevan 
bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi dinas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
operasional bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman terkait dengan penataan dan pemerataan guru, khususnya guru 
kelas. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Guru Sekolah Dasar 
1. Pengertian Sekolah Dasar  
      Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian dari sistem pendidikan 
nasional yang mempunyai peranan sangat penting dalam menggali dan 
meningkatkan potensi anak sedini mungkin. Menurut Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “jenjang pendidikan 
dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 
sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih 
tinggi”. Sedangkan menurut Suharjo (2006: 1) dalam bukunya Mengenal 
Pendidikan Sekolah Dasar : 
“Sekolah Dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang 
menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 
tahun. Pendidikan di sekolah dasar dimaksudkan untuk memberi bekal 
kemapuan dasar kepada anak didik berupa pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai dengan tingkat perkembangannya, 
dan mempersiapkan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah 
menengah pertama (SMP).” 
 
Dari kedua pendapat tentang sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa sekolah 
dasar merupakan lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak usia 6-12 
tahun agar anak memiliki kemampuan dasar, pengetahuan dan keterampilan 
sebagai tahap awal untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Apabila dilihat 
dari segi pengelolaannya, sekolah dasar dibedakan menjadi dua yaitu Sekolah 
Negeri dan Sekolah Swasta. Suharjo (2006: 24-25) mendefinisikan Sekolah 
Negeri dan Sekolah Swasta sebagai berikut : 
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 “Sekolah Dasar Negeri merupakan Sekolah Dasar milik pemerintah yang 
dikelola oleh pemerintah. Segala sumber daya yang berhubungan dengan 
guru, keuangan dan sarana-prasarana pengelolaannya merupakan tanggung 
jawab pemerintah. Sedangkan Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar yang 
dikelola oleh masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial 
dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Segala sumber daya baik guru, 
keuangan dan sarana-prasarananya merupakan tanggung jawab dari 
lembaga/yayasan penyelenggara pendidikan itu. Namun dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan, sekolah swasta mendapat bantuan teknis, 
tenaga SDM, subsidi dana dan sumber daya lainnya yang berasal dari 
pemerintah. .  
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekolah dasar terbagi 
menjadi  dua jenis jika dilihat dari segi pengelolaannya, yakni sekolah dasar 
negeri dan swasta. Keduanya merupakan bentuk sekolah yang sama-sama 
mendidik anak usia sekolah dasar, yang membedakan adalah pada segi 
pengelolaannya. Jika sekolah dasar negeri dikelola dan tanggung jawab penuh 
berada ditangan pemerintah, sedangkan sekolah dasar swasta dikelola oleh 
lembaga swasta namun tetap berada dalam tanggung jawab pemerintah.  
     Baik sekolah negeri maupun swasta di dalamnya memiliki iklim dan budaya 
serta aturan yang berbeda, termasuk dalam segi pengelolaan atau manajemennya 
yang juga berbeda. Pengelolaan suatu sekolah tergantung dari cara atau 
karakteristik kepala sekolah memimpin sekolah itu sendiri. Dimulai dari 
pengelolaan siswa, kurikulum, biaya, personel, sarana prasarana, organisasi, 
humas dan tata laksana. 
 
2. Pengertian Guru Sekolah Dasar  
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pendidikan, guru 
sebagai senter dalam pelaksanaan pembelajaran dan sebagai sarana transformasi 
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ilmu dan pengetahuan terhadap siswa. Menurut UU Guru dan Dosen No. 14 
Tahun 2005 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik 
pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah. Selain itu, Suparlan (2005: 12) mendefinisikan guru 
sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal 
maupun aspek lainnya. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
guru adalah seseorang yang memiliki tugas mendidik, membimbing dan melatih 
peserta didik serta mewujudkan tujuan nasional pendidikan dalam upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Guru sekolah dasar adalah guru yang mengajar pada sekolah jenjang 
pendidikan dasar. Terdapat tiga jenis guru yang ada di sekolah dasar yaitu guru 
kelas, guru agama, dan guru penjaskes. Guru kelas merupakan guru inti yang 
mengajar di jenjang sekolah dasar. Guru kelas adalah guru yang mempunyai 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses 
pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB 
dan satuan pendidikan formal yang sederajat (Juknis Peraturan 5 Menteri tentang 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.Pdf). Untuk dapat dikatakan 
sebagai guru kelas, seorang guru kelas harus memiliki kualifikasi khusus. Sesuai 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 semua guru 
SD/MI di Indonesia harus memiliki kualifikasi pendidikan SD/MI (S1/D-V 
PGSD/PGMI) atau psikologi.  
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Dilihat dari status kepegawaiannya, saat ini guru dibedakan menjadi tenaga 
tetap dan tenaga tidak tetap (honorer). Guru tetap yang bekerja dan mengabdi 
untuk negara dan pemerintah sering disebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS). 
Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara 
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun seseorang dapat diangkat sebagai pegawai negeri 
sipil menurut PP Nomor 11 pasal 6 Tahun 2002 harus memenuhi sebagian syarat 
yang meliputi : 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun; 
c. Tidak pernah di hukum atau di penjara kurungan berdasarkan 
keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan; 
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
diberhentikan tidak dengan dengan hormat sebagai pegawai swasta; 
e. Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri; 
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 
diperlukan; 
g. Berkelakuan baik; 
h. Sehat jasmani dan rohani; 
i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negera Kesatuan Republik 
Indonesia atau negara yang lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan 
j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 
 
3. Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Guru 
        UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP No. 19 tentang 
Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru sebagai tenaga profesional harus 
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memenuhi sejumlah persyaratan yakni (1) memiliki kualifikasi akademik, (2) 
memiliki kompetensi, (3) memiliki sertifikat pendidik, (4) sehat jasmani dan 
rohani (5) memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. 
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus 
dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan 
formal di tempat penugasan. Hal ini senada dengan Farida Sarimaya (2008: 15) 
menegaskan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 
akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan 
pendidikan formal di tempat penugasan. Selain kualifikasi akademik, seorang 
guru profesional juga harus memiliki kompetensi yang terdiri dari kompetensi 
kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. 
Sejak muncul dan diberlakukannya UU tentang Guru dan Dosen, seluruh 
guru wajib memiliki kualifikasi akademik ijazah atau tamatan pendidikan S-1. 
Seperti apa yang tertuang dalam pasal 9 bahwa kualifikasi akademik yang 
dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program 
diploma empat (D-IV). Kualifikasi akademik untuk guru sekolah dasar SD/MI, 
harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) 
atau sarjana pendidikan dengan latarbelakang pendidikan tinggi di bidang 
pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi (Farida Sarimaya, 2008: 15). 
Ketentuan ini dibuat agar dapat meningkatkan kualitas guru secara personal, 
meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan kesejahteraan guru dan 
sebagai upaya pemerintah dalam perbaikan sistem pendidikan ke arah yang lebih 
baik.  
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Peningkatan kualifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
kompetensi guru sehingga layak dikatakan sebagai guru profesional. Sebab lain 
adalah agar guru tersebut dapat mengikuti uji sertifikasi pada saat telah 
memperoleh ijazah S-1. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dapat 
dibuktikan dengan sebuah sertifikat atau sering disebut sertifikat pendidik. Dalam 
UU tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 12, sertifikat pendidik adalah bukti 
formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga 
profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi 
syarat dan diperoleh melalui proses yang disebut sertifikasi. Seorang guru yang 
sudah memenuhi kualifikasi, memiliki sertifikat pendidik dan berhasil lolos dalam 
uji sertifikasi maka guru tersebut berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali 
gaji pokok. 
Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dijelaskan 
bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan 
dosen. Senada dengan pendapat Farida Sarimaya (2008: 25) yang menyatakan 
bahwa : 
“Sertifikasi guru adalah program yang berisi tentang proses pemberian 
sertifikat pendidik untuk guru. Guru yang telah mengikuti program 
sertifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat profesi guru 
sebagai tenaga profesional. Secara garis besar program sertifikasi guru 
dibedakan menjadi dua: 
1. Program sertifikasi untuk guru yang telah ada (Guru dalam jabatan). 
2. Program sertifikasi untuk calon guru.” 
 
Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki 
program pengadaan tenaga kependidikan dan terakreditasi serta ditunjuk langsung 
oleh pemerintah. Sertifikasi guru dilaksanakan secara objektif, transparan dan 
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akuntabel. Tujuannya adalah  untuk meningkatkan kualitas guru yang pada 
akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan (Farida 
Sarimaya, 2008: 32). Proses pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui dua cara 
yaitu jalur pendidikan berdasarkan Permendiknas No. 40 Tahun 2007 dan 
portofolio berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2007. Pelaksanaan sertifikasi 
melalui jalur pendidikan berdasarkan tes sedangkan untuk jalur portopolio 
berdasarkan non tes atau berisikan dokumen-dokumen. Pernyataan tersebut sama 
dengan apa yang diungkapkan oleh Farida Sarimaya (2008: 31) pelaksanan 
sertifikasi dipilah menjadi dua, yaitu tes dan non tes. Komponen tes meliputi tes 
tulis dan tes kinerja sedangkan untuk komponen non tes meliputi self appraisal, 
portofolio dan penilaian atasan. 
Pelaksanaan sertifikasi dilihat dari jenis pelaksanaannya terbagi menjadi dua 
jenis yaitu sertifikasi bagi guru prajabatan dan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. 
Untuk pelaksanaan sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan 
profesi. Sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan diatur 
dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 pasal 2 yang menyatakan bahwa 
sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui kompetensi untuk 
memperoleh sertifikat pendidik, uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian 
portofolio. Penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan merupakan pengakuan 
atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian dokumen-dokumen 
prestasi yang dimiliki guru tersebut. Kumpulan dokumen yang dimaksud 
tercantum dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 pasal 2 butir 3, dokumen yang 
mendeskripsikan sebagai berikut: 
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1) Kualifikasi akademik; 
2) Pendidikan dan pelatihan; 
3) Pengalaman mengajar; 
4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 
5) Penilaian dari atasan dan pengawas; 
6) Prestasi akademik; 
7) Karya pengembangan profesi; 
8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah; 
9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial; dan 
10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 
 
Selain syarat kualifikasi akademik S-1, menurut Masnur Muslich (2007: 24) 
syarat utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan, dinas pendidikan perlu 
mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu : 
1. Masa kerja/pengalaman belajar 
2. Usia 
3. Pangkat/golongan (bagi PNS) 
4. Beban mengajar 
5. Jabatan/tugas tambahan dan 
6. Prestasi kerja 
Seorang guru yang dinyatakan lulus pada  proses sertifikasi maka guru 
tersebut berhak mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional dalam bentuk 
sertifikat pendidik sekaligus berhak atas hak dan kewajiban yang melekat pada 
dirinya seperti apa yang sudah ada dalam UU tentang Guru dan Dosen. Sertifikat 
tersebut dinyatakan sah apabila guru yang bersangkutan sudah mendapatkan 
NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dari Departemen 
Pendidikan Nasional. Nomor tersebut sebagai nomor identitas pemilik sertifikat 
pendidik dalam satu bidang keahlian tertentu sekaligus nomor yang membedakan 
dengan pemilik lainnya, karena pada dasarnya setiap satu orang memiliki satu 
NUPTK. Selanjutnya bagi guru yang sudah lulus uji sertifikasi berhak atas 
 20 
 
tunjangan profesi sebanyak satu kali gaji dan tunjangan fungsional bagi guru yang 
diangkat oleh pemerintah sebagai guru PNS. 
Pemenuhan kualifikasi akademik guru agar memiliki tamatan minimal S-1 
baik secara pra-jabatan maupun dalam jabatan tidaklah cukup untuk menjadikan 
guru sebagai guru yang profesional. Diperlukan adanya kerelevansian antara 
ijazah atau latarbelakang pendidikan yang dimiliki dengan bidang tugas yang 
diampu, agar kompetensi yang dimiliki mampu tersalurkan secara tepat. 
Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam UU tentang Guru dan 
Dosen pasal 7 yakni guru memiliki kualifikasi akademik dan latarbelakang 
pendidikan sesuai bidang tugasnya. Kesenjangan antara latarbelakang pendidikan 
yang dimiliki dengan bidang tugas yang diampu akan berpengaruh pada proses 
pembelajaran yang kurang maksimal. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, 
seperti guru kurang menguasai materi ajar karena pada dasarnya latarbelakang 
pendidikan yang dimiliki berbeda dengan bidang studi yang sedang diampu. Oleh 
karena itu relevansi ijazah guru terhadap bidang tugas yang diampu seorang guru 
perlu ditinjau lebih lanjut karena hal ini berkaitan dengan kompetensi dan 
profesionalisme guru.  
 
B. Konsep Manajemen Pendidikan 
1. Pengertian dan Tujuan Manajemen Pendidikan 
      Istilah kata manajemen sering diartikan sebagai suatu kegiatan mengelola 
atau mengatur. Manajemen dalam arti sempit menunjuk pada serangkaian 
kegiatan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sampai pada 
 21 
 
evaluasi. Sedangkan manajemen dalam arti luas merupakan sebuah proses 
mengatur atau mengelola kelancaran suatu kegiatan atau program. Dalam dunia 
pendidikan, manajemen digunakan sebagai sebuah sistem yang mengatur segala 
sumber daya yang ada di sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan secara 
efektif dan efisien.  
      Suryosubroto (2004: 27) mendefinisikan manajemen pendidikan merupakan 
suatu proses yang merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan dimulai 
dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, 
pemantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya. 
Pendapat lain diungkapkan oleh Onisimus Amtu (2011: 25) bahwa manajemen 
pendidikan dipahami sebagai suatu aktivitas memandu sumber daya organisasi 
pendidikan melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, 
pengarahan, penggerakan, pengkomunikasian, pengendalian, penilaian dan 
penganggaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. 
Sedangkan Tujuan manajemen pendidikan menurut Tim Dosen AP (2011: 11) 
adalah menata, mengatur, mengelola segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan 
dengan kegiatan pendidikan agar mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan 
secara normatif, efektif dan efisien. 
Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan 
merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
sampai pada proses penilaian, guna mencapai tujuan pendidikan yang sudah 
ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.  
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2. Bidang Garapan Manajemen Pendidikan 
        Manajemen pendidikan dapat berlangsung di tingkat internasional, nasional, 
wilayah daerah dan bahkan  di insitusional (satuan organisasi 
pendidikan/sekolah). Pada tingkat sekolah, manajemen pendidikan memiliki 
bidang garapan atau objek-objek yang nantinya akan menjadi pusat pelaksanaan 
proses manajemen. Suryosubroto (2004: 30) membagi bidang garapan manjemen 
pendidikan menjadi 8 bidang meliputi : 
a. Manajemen kurikulum 
b. Manajemen kesiswaan 
c. Manajemen personalia 
d. Manajeman sarana pendidikan 
e. Manajemen tatalaksana sekolah 
f. Manajemen keuangan 
g. Pengorganisasian sekolah 
h. Hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas). 
 
Sedangkan menurut Hartati Sukirman dkk (2010: 16), bidang garapan dalam 
manajemen pendidikan sekurang-kurangnya ada delapan objek garapan yaitu 
administrasi: siswa, pesonel baik tenaga pendidikan maupun administrasif, 
organisasi sekolah, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. 
Dari kedua pendapat yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat 8 objek atau bidang garapan yang ada di dalam manajemen pendidikan, 
terdiri dari manajemen siswa, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, 
kurikulum, organisasi sekolah, tatalaksana sekolah dan kehumasan. Proyeksi 
kebutuhan guru kelas jelas berkaitan dengan 8 bidang garapan manajemen 
pendidikan, yakni pada manajemen personalia. Kaitannya lebih terfokus pada 
perencanaan kebutuhan guru kelas dan juga berkaitan dengan penempatan dan 
penataan guru. 
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3. Fungsi Manajemen Pendidikan 
  Pada dasarnya fungsi manajemen dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan 
yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing) dan pengontrolan 
(controlling) (Hartati Sukirman dkk, 2010: 15). Sedangkan Fayol dalam Tim 
Dosen AP (2011: 10), mengemukakan bahwa fungsi manajeman pendidikan 
terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan controlling 
yang kemudian di singkat  menjadi POSDCoC. 
Dari kedua pendapat tentang fungsi manajeman di atas dapat disimpulkan 
bahwa fungsi manajemen terdiri dari beberapa proses/rangkaian kegiatan yang 
dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan penilaian. Kegiatan-
kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan kata lain 
pelaksanaannya tidak dapat meloncat-loncat.  
Inti dari sebuah manajemen adalah terletak pada proses perencanaan. 
Perencanaan yang disusun dengan baik dan sistematis, tentu akan menghasilkan 
sebuah rencana yang baik pula. Berdasarkan perhitungan yang matang, ketepatan 
hasil yang didapat tentu akurat dengan tingkat kesalahan yang sedikit. 
Perencanaan dalam lingkup pendidikan pada dasarnya sama dengan perencanaan-
perencanaan pada  umumnya. Akan tetapi ada beberapa ciri khas atau 
karakteristik tersendiri yang membedakan antara perencanaan umum dengan 
perencanaan pendidikan. Pada bagian selanjutnya akan di bahas secara mendalam 
terkait dengan perencanaan pendidikan. 
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C. Konsep Perencanaan Pendidikan 
1. Pengertian Perencanaan Pendidikan 
Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Suatu kegiatan tidak akan 
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan. Perencanaan menurut 
Mohammad F. Gaffar (1987: 14) dapat diartikan sebagai proses penyusunan 
berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendapat lain diungkapkan oleh 
Suryosubroto (2004: 22), perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif 
tentang penetapan, serta perkiraan sumber (manusia, uang, material dan waktu) 
yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu Onisimus (2011: 
30) juga berpendapat lain tentang perencanaan, perencanaan adalah langkah awal 
merumuskan strategi dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya 
organisasi untuk meramalkan kesuksesan di masa mendatang.  
Dari ketiga definisi perencanaan yang sudah diuraikan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan jauh melihat ke 
depan dengan memperkirakan sumber daya yang ada untuk meramalkan 
kesuksesan di masa mendatang, guna mencapai tujuan organisasi.  
Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menghasilkan 
sesuatu yang arahnya menuju pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Dalam konteks pendidikan, perencanaan pendidikan tidak jauh 
berbeda dengan perencanaan pada umumnya. Perencanaan pendidikan tentu 
berbeda dengan perencanaan ekonomi, perencanaan politik maupun industri. 
Perbedaannya terletak pada karakteristik, tujuan, prinsip dan objek itu sendiri. 
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Endang Soenarya (2000: 61) mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai 
berikut : 
“Perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan jauh melihat ke depan 
dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan pembiayaan sistem 
pendidikan sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial suatu negara untuk 
mengembangkan potensi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat yang dilayani oleh sistem pendidikan.” 
 
Sedangkan menurut Sutiman dan setya (2002: 15) perencanaan pendidikan adalah: 
“Kegiatan memandang ke depan dalam menentukan kebijakan, prioritas, 
biaya dan sistem pendidikan yang diarahkan kepada kenyataan ekonomi 
dan politis, untuk pengembangan sistem itu sendiri dan untuk kebutuhan 
negara serta murid-murid.” 
 
Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
pendidikan merupakan sebuah kegiatan menyusun prioritas kebijakan, agenda 
kegiatan atau program dalam rangka menjawab tantang masa depan dalam dunia 
pendidikan. 
2. Ciri dan Prinsip Perencanaan Pendidikan 
         Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dilaksanakan dan 
mencapai tujuan. Perencanaan pada bidang ekonomi ataupun industri tentunya 
sangat berbeda dengan perencanaan pada bidang pendidikan. Dimulai dari sasaran 
dan kebutuhan yang direncanakan tentu berbeda, masing-masing bidang memiliki 
ciri dan karakteristik yang berbeda. Mohammad F. Gaffar (1987: 15) berpendapat 
bahwa perencanaan pendidikan mempunyai ciri-ciri seperti berikut : 
a. Perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi 
karena pendidikan itu membangun manusia yang harus membangun 
dirinya dan masyarakatnya. 
b. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan segala potensi anak didik seoptimal mungkin. 
c. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan pendidikan yang 
sama bagi setiap anak didik. 
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d. Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis dalam arti 
tidak partikal atau sigmetaris tapi menyeluruh dan terpadu serta disusun 
secara logis dan rasional serta mencakup berbagai jenis dan jenjang 
pendidikan. 
e. Perencanaan pendidikan harus berorientasi pada pembangunan dalam arti 
bahwa program pendidikan haruslah ditujukan untuk membantu 
mempersiapkan manpower yang dibutuhkan oleh berbagai sektor 
pembangunan. 
f. Perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan 
keterkaitannya dengan komponen pendidikan secara sistematis. 
g. Perencanaan pendidikan harus menggunakan resources secermat 
mungkin karena resources yang tersedia adalah langka. 
h. Perencanaan pendidikan haruslah berorientasi kepada masa mendatang, 
kerena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk 
menghadapi masa depan.  
i. Perencanaan pendidikan haruslah kenyal dan responsif terhadap 
kebutuhan yang berkembang di masyarakat tidak statis tapi dinamis. 
j. Perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana untuk 
mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus menerus 
berlangsung. 
 
      Selain ciri atau karakteristik, yang membedakan perencanaan pendidikan 
dengan perencanaan bidang lainnya adalah pada prinsip. Menurut Mohammad F. 
Gaffar (1987: 17) prinsip perencanaan  pendidikan meliputi : 
a. Perencanaan itu interdisiplinair karena pendidikan itu sendiri 
sesungguhnya interdisiplinair terutama dalam kaitannya dengan 
pembangunan manusia. 
b. Perencanaan itu fleksibel dalam arti tidak kaku tapi dinamis serta 
responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. 
c. Perencanaan itu objektif rasional dalam arti untuk kepentingan umum 
bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat saja. 
d. Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tapi dari apa yang dimiliki. 
e. Perencanaan itu merupakan wahana untuk menghimpun kekuatan-
kekuatan secara terkoordinir dalam arti segala kekuatan dan modal dasar 
perlu dihimpun secara terkoordinasikan untuk digunakan secermat 
mungkin untuk kepentingan pembangunan pendidikan. 
f. Perencanaan itu disusun dengan data, perencanaan tanpa data tidak 
memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. 
g. Perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak bersandarkan 
pada kekuatan orang lain karena perencanaan yang bersandarkan pada 
kekuatan bangsa lain akan tidak stabil dan mudah menjadi objek politik 
bangsa lain. 
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h. Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah dalam arti mencakup 
keseluruhan aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik 
ilmiah dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. 
 
      Perencanaan pendidikan memiliki karakterstik dan prinsip tersendiri,  karena 
pada dasarnya perencanaan di bidang pendidikan berbeda dengan perencanaan 
pada bidang lainnya. Kesimpulannya bahwa karakteristik perencanaan pendidikan 
berkaitan dengan pembangunan nasional, mungandung unsur kemanusiaan, 
kesempatan, keadilan, komperhensif, sistematis, saling berkaitan dengan berbagai 
komponen dan berorientasi pada masa depan serta sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Sedangkan prinsip perencanaan pendidikan ialah perencanaan yang 
interdisiplinair, fleksibel, objektif rasional, terkoordinir, disusun berdasarkan data, 
komperhensif dan ilmiah. 
3. Fungsi Perencanaan Pendidikan 
         Perencanaan merupakan tahapan utama dan paling penting dalam sebuah 
manajemen. Sebelum menyusun perencanaan, alangkah baiknya setiap lembaga 
atau organisasi menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai agar dapat 
ditentukan kebijakan dan prioritas-prioritas yang dibutuhkan. Perencanaan sendiri 
berfungsi sebagai alat yang dapat digunakan sebagai pedoman, rambu-rambu 
sekaligus sebagai pengawas agar segala kegiatan yang berjalan tetap pada 
batasan-batasan yang semestinya. Menurut Suryosubroto (2002: 23) fungsi 
perencanaan meliputi : 
a. Menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan. 
b. Sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi dalam 
melaksanakan perencanaan. 
c. Merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. 
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengguna sumber daya alam 
maupun manusia. 
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e. Memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap 
pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama koordinasi. 
f. Menetapkan tolok ukur (kriteria) kemajuan pelaksanaan program setiap 
saat. 
 
Selain itu Sobri, dkk (2009:9) mengungkapkan bahwa ada beberapa fungsi 
penting yang ada dalam perencanaan pendidikan yaitu : 
1) Perencanaan merupakan titik tolak untuk memenuhi kegiatan dan akan 
lebih menjelaskan tujuan yang akan dicapai, 
2) Perencanaan memudahkan penyesuaian dengan situasi, 
3) Perencanaan merupakan pegangan dan arahan dalam pelaksanaan, 
4) Perencanaan mencegah, sedikitnya mengurangi pemborosan waktu, 
tenaga, maupun material, 
5) Perencanaan meningkatkan kerjasama dan koordinasi, 
6) Perencanaan memungkinkan evaluasi yang teratur, 
7) Perencanaan memudahkan pengawasan. 
 
 
4. Jenis Perencanaan Pendidikan 
        Jenis, fungsi, prinsip, karakteristik dan objek itu sendiri yang membedakan 
antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan pada bidang lainnya. 
Perencanaan pendidikan memiliki karakteristik khusus yakni kaitannya dalam 
usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara singkat Mohammad F. Gaffar 
(1987: 20) membedakan jenis perencanaan pendidikan tergantung dari segi 
melihatnya, dari tinjauan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat 
nasional atau makro, ada pula yang bersifat daerah atau regional, ada juga yang 
bersifat lokal dan ada pula yang bersifat kelembagaan atau institusional. 
Sedangkan untuk jenis perencanaan pendidikan menurut Suryosubroto (2004: 23-
24) dibedakan menjadi beberapa kategori yakni : 
a. Menurut jangkauan waktunya 
“Menurut jangkauan waktunya, perencanaan di pendidikan menengah 
dapat dibagi menjadi perencanaan jangka pendek, (perencanaan yang 
dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu seminggu, sebulan sampai dua 
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tahun, perencanaan jangka menengah yaitu perencanan yang dibuat untuk 
jangka waktu 3 sampai 7 tahun, dan perencanaan jangka panjang yaitu 
perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu 8 sampai 25 tahun”. 
b. Menurut timbulnya 
“Menurut timbulnya, perencanaan dapat dibedakan atas perencanaan 
yang berasal dari bawah, misalnya mulai dari guru  kepala sekolah  
kantor Departemen P dan K tingkat II  kantor wilayah Departemen P 
dan K  Departemen P dan K, dan perencanaan yang berasal dari atas, 
misalnya mulai dari pusat (Departemen P dan K) sampai kepada guru”. 
c. Menurut besarannya 
“Dari sudut besarannya perencanaan dapat dibedakan atas perencanan 
makro, yaitu perencanaan pada tingkat nasional atau tingkat departemen, 
yaitu pada tingkat direktorat jenderal, direktorat atau provinsi sampai 
tingkat kantor departemen kecamatan, dan perencanaan mikro yaitu yang 
dilaksanakan pada tingkat sekolah atau kelas”. 
d. Menurut pendekatannya 
“Menurut pendekatannya, perencanaan dapat dibedakan menjadi 
perencanaan terpadu, yaitu perencanaan yang menyatukan semua sumber 
dalam rangka mencapai tujuan serta melihat penggunaan sumber itu 
dalam kaitannya dengan pengelolaan sekolah secara menyeluruh, dan 
perencanaan tercerai yaitu hanya melihat sumber secara terpisah-pisah 
untuk tujuan tertentu. Di samping itu juga dapat dibedakan antara 
perencanaan berdasarkan program, yaitu didasarkan atas program yang 
dibuat secara menyeluruh (komperhensif) dan perencanaan tambal sulam, 
yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kecenderungan pengalaman 
sebelumnya saja tanpa dilihat adanya kemungkinan perubahan”. 
e. Menurut pelakunya 
“Menurut pelakunya, perencanaan dapat dibedakan atas perencanaan 
individual yang dilakukan guru secara sendiri-sendiri, perencanaan 
kelompok, dan perencanaan lembaga, yaitu perencanaan yang berlaku 
dan dibuat oleh sekolah. 
 
Selain itu Sutiman dan Setya (2002: 11-14) membedakan perencanaan pendidikan 
menurut jenisnya dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 
1. Berdasarkan jangka waktu 
a. Perencanaan jangka panjang (10-25 tahun) 
b. Perencanaan jangka menengah (5-9 tahun) 
c. Perencanaan jangka pendek (empat tahun kebawah).  
2. Berdasarkan sifat sasarannya 
a. Perencanaan kuantitatif 
b. Perencanaan kualitatif 
3. Berdasarkan lingkup tugasnya 
a. Perencanaan lokal (per satuan unit kerja). 
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b. Perencanaan regional (keterpaduan perwilayah). 
c. Perencanaan nasional (bersifat nasional). 
4. Berdasarkan luas jangkauan 
a. Perencanaan Mikro 
Perencanaan mikro adalah perencanaan yang hanya menyangkut 
sektor pendidikan saja, yang jangkauannya dapat bersifat local, 
regional maupun nasional. Perencanaan ini hanya menyangkut faktor 
internal pendidikan saja, tidak melibatkan sektor atau system 
eksternal di luar sistem pendidikan). 
b. Perencanaan Makro 
Perencanaan makro adalah perencanaan yang berbicara dalam skala 
regional atau bahkan nasional, baik itu menyangkut sektor 
pendidikan saja atau menyangkut sektor di luar pendidikan. 
5. Berdasarkan kewenangan penyusunannya 
a. Perencanaan sentralisasi/terpusat. 
b. Perencanaan desentralisasi 
6. Berdasarkan objek yang direncanakan 
a. Perencanaan program rutin 
b. Perencanaan program pembangunan 
7. Berdasarkan prosedur dan mekanisme kerjanya 
a. Perencanaan dari atas (top down planning) 
b. Perencanaan dari bawah (bottom up planning) 
 
 
      Dari uraian beberapa pendapat yang sudah dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa ketiganya mengelompokkan jenis perencanaan dilihat 
berdasarkan berbagai macam aspek, namun pada intinya perencanaan pendidikan 
dapat dilihat dari jangka waktu yaitu jangka waktu pendek, menengah dan 
panjang, serta berdasarkan luas jangkauannya yaitu perencanaan pendidikan 
secara makro dan mikro. Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan di atas, 
penelitian ini termasuk dalam penelitian perencanaan pada lingkup pendidikan. 
Dalam penelitian ini guru kelas merupakan objek utama. Menurut kategorinya, 
penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan jangka waktu menengah 
yakni perencanaan yang dilakukan selama 5 tahun ke depan. Sedangkan 
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berdasarkan jangkauan luasnya, penelitian ini merupakan penelitian pendidikan 
secara mikro yakni penelitian yang dilakukan di satuan unit sekolah. 
5. Unsur-unsur dan syarat perencanaan 
      Menurut Suryosubroto (2002: 22) perencanaan yang baik hendaknya 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
a. Planning (perencanaan) yang dirumuskan secara jelas dan dijabarkan 
secara operasional. 
b. Policy yaitu cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dalam garis 
besarnya. 
c. Prosedur yaitu pembagian tugas serta hubungannya serta anggota 
kelompok masing-masing. 
d. Progress (kemajuan) yaitu penetapan standar kemajuan yang hendak 
dicapai. 
e. Program yaitu langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan. 
 
      Perencanaan yang dibuat menggunakan strategi akan menghasilkan hasil yang 
diinginkan sesuai apa yang sudah ditetapkan pada saat merumuskan tujuan. Untuk 
mendapatkan hasil yang baik tentu perencanaan yang disusun harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu. Luther Gullich dalam Suryosubroto (2002: 22) 
menyebutkan syarat-syarat perencanaan sebagai berikut : 
1. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. 
2. Perencanaan harus sederhana dan realistis. 
3. Memuat analisis-analisis dan penjelasan-penjelasan terhadap usaha-usaha 
yang direncanakan. 
4. Bersifat fleksibel atau luwes. 
5. Ada keseimbangan baik ke luar maupun ke dalam. 
6. Efisiensi dan efektif dalam penggunaan biaya, tenaga dan sumber daya 
yang tersedia. 
 
      Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memiliki unsur dan syarat 
yang jelas, sistematis dan melibatkan semua komponen. Berdasarkan penjelasan 
di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada di dalam sebuah 
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perencanaan adalah penjabaran rumusan rencana secara operasional, adanya 
kebijakan, prosedur yang jelas, adanya kemajuan dan program yang mendukung 
tercapainya tujuan. Sedangkan  syarat perencanaan adalah harus ada tujuan yang 
jelas, rencana yang di buat sederhana dan realistis, bersifat fleksibel, seimbang, 
efektif dan efisien.  
6. Pendekatan (approach) dalam Perencanaan Pendidikan 
      Menurut Suryosubroto (2002: 32-36) di sekitar tahun 1960-an berkembang 
tiga macam cara pendekatan (approach) dalam perencanaan pendidikan, yaitu : 
a. Pendekatan social demand 
Pendekatan social demand adalah pendekatan dalam perencanaan 
pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan 
pendidikan. 
b. Pendekatan man power 
Pendekatan man power adalah pendekatan yang berhubungan dengan 
dunia kerja sehingga hanya mengutamakan pendidikan yang 
menghasilkan man powernya tinggi. 
c. Pendekatan rate of return 
Pendekatan ini kadang-kadang juga disebut sebagai pendekatan cost-
benefit. Prinsipnya adalah prinsip yang wajar diketahui oleh setiap orang 
dalam hal penggunaan uang bilamana orang ingin memperoleh hasil yang 
melebihi pengeluarannya. Pendekatan ini lebih banyak bicara tentang apa 
yang sudah lewat dari pada apa yang akan datang, akan tetapi 
bagaimanapun juga tetap ada faedahnya. 
 
      Berbeda dengan Mohammad F. Gaffar (1987: 18), berpendapat tentang 
pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang terdiri dari 4 macam yakni: 
a. Pendekatan tuntutan sosial 
Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang 
mengandung misi pembebasan terutama bagi negara-negara berkembang 
yang kemerdekaannya baru saja diperoleh setelah melalui perjuangan 
pembebasan yang amat lama. Pendekatan ini lebih menekankan pada 
pemerataan kesempatan. 
b. Pendekatan ketenagaan  
Pendekatan ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem 
pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja padaberbagai sektor 
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pembangunan seperti ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri. 
Tujuan yang akan dicapai adalah bahwa pendidikan itu diperlukan untuk 
membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik hingga 
tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan yang 
diperoleh dari pekerjaan itu.  
c. Pendekatan untung rugi 
Pendekatan ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep 
investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. 
Pendekatan ini mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi 
yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 
menempati urutan atau prioritas utama. 
d. Pendekatan cost efektiviteness  
Pendekatan ini tidak menentukan prioritas pengembangan program 
pendidikan pada nilai ekonomi, tapi menekankan pada bagaimana 
menggunakan dana yang ada secermat mungkin dengan hasil yang 
seoptimal mungkin baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan 
ini memerlukan manajemen yang canggih dan efisien terutama dalam 
pengelolaan dana. 
 
 
 Dari kedua pendapat yang telah dijabarkan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan dalam perencanaan pendidikan terdiri dari 
pendekatan kebutuhan sosial, ketenagakerjaan/pekerjaan dan pendekatan untung 
rugi. Beberapa pendekatan tersebut digunakan sebagai langkah strategi dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan 
pendidikan. 
 
D. Perencanaan Kebutuhan Guru 
Dalam lingkup dunia pendidikan, perencanaan kebutuhan guru dilakukan 
berdasarkan laporan dari satuan pendidikan tentang jumlah guru sesuai dengan 
jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel). Anwar 
Prabu Mangkunegara (2006: 5) berpendapat : 
“Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja 
didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan 
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berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya 
berintegrasi dengan rencana organisasi. Perencanaan sumber daya manusia 
harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, 
orgnasisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan sumber daya 
manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk 
kebutuhan perusahaan pada masa datang”. 
 
Selain itu Suryosubroto dkk,(2000: 23) menyebutkan bahwa perencanaan sumber 
daya manusia adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi permintaan-permintaan (demand) serta lingkungan organisasi di 
waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja 
yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Berdasarkan kedua pendapat, 
dapat disimpulkan bahwa perencanaan pegawai merupakan sebuah proses 
menentukan kebutuhan tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan organisasi. 
Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, menurut Marihot Tua 
(2002: 77) proses perencanaan tenaga kerja meliputi 5 (lima) langkah yaitu: 
1. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya 
manusia, 
2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia,  
3. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, 
4. Analisis ketersediaan (supply) sumber daya manusia dan kemampuan 
perusahaaan, dan 
5. Penentuan dan implementasi program. 
 
      Pada dasarnya perencanaan merupakan inti dari manajemen, semua kegiatan 
yang dilakukan disebuah lembaga atau organisasi didasarkan pada rencana. 
Demikian juga perencanaan sumber daya manusia harus direncanakan dengan 
baik. Menurut Suryosubroto dkk, (2000: 23) sumber daya manusia yang 
direncanakan dengan baik akan memberikan keuntungan sebagai berikut : 
a. Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia. 
b. Menyesuaikan tenaga kerja dengan tujuan organisasi. 
c. Membantu program penarikan tenaga kerja dari pasaran tenaga kerja. 
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d. Pengadaan tenaga kerja baru secara ekonomis. 
e. Dapat mengkoordinasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia. 
f. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia. 
Dalam proses perencanaan sumber daya manusia juga perlu memperhatikan 
beberapa hal seperti jumlah pegawai yang ada, pegawai yang mengundurkan diri, 
pemberhentian, kematian, pensiun, mutasi, dan adanya penyempitan atau 
perluasan pegawai. Agar sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat 
direncanakan secara efektif dan efisien. 
 
E. Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru 
Pengadaan pegawai dilakukan oleh suatu organisasi/lembaga setelah 
sebelumnya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Namun untuk bisa sampai 
pada pengadaan dan perencanaan pegawai, suatu organisai/lembaga hendaknya 
melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Dengan melakukan analisis 
kebutuhan, sebuah organisasi/lembaga akan dapat mengetahui jumlah pasti berapa 
pegawai yang dibutuhkan. Made Pidarta (2005: 88) mengartikan kebutuhan 
merupakan kesenjangan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana itu 
seharusnya. Sedangkan menurut Mohammad F. Gaffar (1987: 77) kebutuhan 
tenaga guru adalah tuntutan pemakai jasa profesional guru untuk memberikan 
pelayanan terhadap anak didik pada lembaga pendidikan pemakai jasa guru itu.  
Penyusunan kebutuhan guru dilakukan untuk menjawab pertanyaan berapa 
guru yang dibutuhkan dan mengetahui rentang jumlah guru dan kualifikasi yang 
diperlukan pada setiap unit organisasi pendidikan baik segi kuantitas maupun 
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kualitas. Penyusunan analisis kebutuhan tenaga dilakukan setiap akhir tahun 
anggaran untuk menghitung kebutuhan tenaga tahun berikutnya. 
Untuk menghitung kebutuhan guru, tentu diperlukan sebuah cara perhitungan 
atau semacam rumus. Menurut Juknis Peraturan 5 Menteri tentang Penataan dan 
Pemerataan Guru PNS (2011), rumus yang digunakan untuk menghitung 
kebutuhan guru kelas adalah sebagai berikut : 
 
KGK = ∑ K x 1 Guru 
 
 
Keterangan : 
KGK  : Kebutuhan Guru Kelas 
∑ K   : Jumlah Kelas 
 
Berdasarkan rumus tersebut perhitungan guru kelas didasarkan pada jumlah 
kelas dikali satu guru, akan tetapi ketersediaan guru yang ada perlu dicantumkan 
maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
KGK = ∑ K x 1 Guru – Guru yang Tersedia 
 
 
Sedangkan untuk mengitung kebutuhan guru di sebuah lembaga pendidikan 
menurut Mohamad F. Gaffar (1987: 79) memerlukan data dasar yang mencakup 
berikut : 
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a. Enrollment sekolah 
b. Jumlah jam per minggu yang diterima murid seluruh mata pelajaran 
atau mata pelajaran tertentu. 
c. Beban mengajar penuh guru perminggu. 
d. Besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata 
pelajaran. 
e. Jumlah guru yang ada. 
f. Julah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal 
akan meninggalkan jabatan keguruan. 
g. Jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru. 
 
F. Proyeksi Kebutuhan Guru 
Definisi dari istilah proyeksi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia 
adalah perkiraan tentang keadaan masa depan yang akan datang dengan 
menggunakan data yang ada sekarang. Jika proyeksi diartikan sebagai sebuah 
perkiraan, maka Suryosubroto dkk (2000: 23) menyebutkan perkiraan juga 
sebagai sebuah peramalan, disebutkan pada kegiatan perencanaan sumber daya 
manusia salah satunya yakni peramalan (perkiraan) suplai dan permintaan sumber 
daya manusia. Dalam menyusun proyeksi kebutuhan guru tentu harus 
menggunakan asumsi. Dalam buku teknis proyeksi pendidikan (2007: 17) 
dijelaskan ada tiga asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi, yaitu: 
1) Berdasarkan kebijakan yaitu selalu dikaitkan dengan target yang ingin 
dicapai oleh pemerintah. 
2) Tanpa kebijakan yaitu berdasarkan data beberapa tahun terakhir dan 
konstan berdasarkan data terakhir. 
3) Gabungan antara kebijakan dan tanpa kebijakan. 
  
Pada umumnya untuk memproyeksi kebutuhan guru menggunakan metode 
arus siswa. Dengan memproyeksi arus siswa pada beberapa tahun mendatang 
maka akan diketahui jumlah kebutuhan guru berdasarkan rasio perbandingan guru 
dan murid yang diatur dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Akan tetapi 
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selain menggunakan metode arus siswa, perhitungan proyeksi kebutuhan guru 
kelas khususnya, juga dapat dilakukan dengan berdasarkan jumlah rombel yang 
ada. Untuk memproyeksikan kebutuhan guru kelas, terlebih dahulu harus 
diketahui ketersediaan guru yang ada, jumlah rombel yang ada dan jumlah 
kekurangan guru berdasarkan jumlah rombel. Kemudian diketahui guru yang akan 
pensiun pada tahun berikutnya. Dengan demikian apabila sudah diketahui jumlah 
guru yang akan pensiun pada tahun berikutnya maka akan dapat diketahui jumlah 
proyeksi kebutuhan guru berdasarkan data guru yang akan pensiun. 
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meramalkan kebutuhan 
tenaga di masa mendatang, menurut Marihot Tua (2002: 81) teknik peramalan 
yang digunakan untuk meramal kebutuhan tenaga kerja adalah sebagai berikut: 
1. Ramalan para ahli (expert forecast) atau judgement technique, 
2. Analisis kecenderungan atau trend analysis, 
3. Bugdet and planing analysis, 
4. New venture analysis, 
5. Computer analysis, dan 
6. Statistical analysis. 
 
Selain itu pendapat lain diungkapkan oleh Sonny Sumarsono (2003: 74) mengenai 
teknik yang digunakan untuk meramal permintaan pegawai adalah sebagai 
berikut: 
a.  Analisis kecenderungan (trend analisis), yaitu suatu cara yang logis 
memproyeksikan kebutuhan SDM dengan mengkaji kecenderungan 
tenaga kerja perusahaan selama lima tahun terakhir atau lebih. 
b. Analisis ratio, adalah merupakan ratio atau perbandingan yang tepat 
antara beberapa faktor penyebab, misalnya volume penjualan dan 
jumlah pegawai yang diperlukan. 
c. Analisis korelasi, yaitu merupakan cara menentukan hubungan statistik 
antara dua variabel. 
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G. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya, sehingga dapat mendukung atau memperkuat untuk dilakukannya 
penelitian ini. Penelitian yang mendukung yakni penelitian yang dilakukan oleh 
saudari Rizky Siswanti, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Satya Wacana. Skripsinya yang berjudul “Kebutuhan Guru SD/MI 
Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2010 Dan Proyeksi Kebutuhan 
Jumlah Guru SD/MI Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2011-2018”. 
Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan menggunakan 
pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang didapatkan di analisis kemudian 
dideskripsikan. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa kebutuhan jumlah 
guru SD/MI Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada tahun 2011  sebanyak 73 
guru, kebutuhan guru SD/MI Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dari tahun 2011 
sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 
Penurunan kebutuhan jumlah guru SD/MI Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga 
sebanyak 8%. Penurunan ini disebabkan karena pada Kecamatan Sidomukti 
mengalami kelebihan guru sebanyak 135 guru. 
Penelitian relevan lainnya dari saudari Hanik Mahayun mahasiswi jurusan 
Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dengan judul “Proyeksi 
Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Negeri Tahun 2014-2018 Di Kecamatan 
Dukuhseti Kabupaten Pati”. Metode pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang 
didapatkan di analisis kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa hasil proyeksi pada tahun 2014-2018 jumlah siswa cenderung berkurang 
dibandingkan dengan jumlah siswa pada lima tahun sebelumnya, jumlah guru 
kelas PNS mengalami kekurangan, sedangkan guru agama Islam dan penjas 
mengalami kelebihan. Jumlah kebutuhan guru pada tahun 2014-2018 berdasarkan 
rasio jumlah siswa 20 perkelas adalah sebanyak  664 guru, dan kebutuhan guru 
Pendidikan Agama Islam dan guru Penjas sebanyak 55 guru. Sedangkan 
kebutuhan guru kelas berdasarkan berdasarkan rasio minimal jumlah kelas dalam 
satu sekolah, pada tahun 2014-2018 sebanyak 648 guru dan untuk kebutuhan guru 
Pendidikan Agama Islam dan guru Penjaskes adalah sebanyak 21 guru. 
Dari adanya hasil penelitian Saudari Rizky Siswanti dan Hanik Mahayun 
tersebut, dapat dijadikan sebagai penelitian yang mendukung bagi penelitian ini. 
Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 
keduanya, yakni sama-sama ingin mengetahui kebutuhan guru dengan 
menggunakan metode proyeksi meramalkan kebutuhan dalam jangka waktu 
beberapa tahun mendatang. pehitungan proyeksi kebutuhan guru di SD/MI (guru 
kelas). Perbedaannya adalah kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan 
analisis kohort sedangkan pada penelitian “Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas PNS 
di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Depok Periode tahun 2015-2019” 
berdasarkan data guru yang akan memasuki usia pensiun dan berdasarkan jumlah 
rombel yang ada. Selain itu, yang membedakan dari ketiga penelitian ini adalah 
objek penelitiannya. Keduanya melakukan perhitungan kebutuhan guru sekolah 
yaitu guru kelas, guru agama dan guru penjaskes sedangkan pada penelitian ini 
objek perhitungan kebutuhan guru terfokus hanya pada guru kelas saja. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. Pendekatan Penelitian 
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan 
penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik 
(Sugiyono, 2012: 11). Sedangkan Ronny Kountur (2003: 104) berpendapat 
bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang informasinya atau data-
datanya dikelola dengan statistik, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan 
menggunakan teknik-teknik statistik. Selain itu, Ronny Kountur 
mendefinisikan mengenai penelitian deskrtiptif adalah jenis penelitian yang 
memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa 
ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 
        Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 
kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka 
yang diolah menggunakan metode statistik dan kemudian dideskripsikan. 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena data yang diperoleh 
dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan 
Depok dan BKD Kabupaten Sleman berupa data sekunder yang berisi angka-
angka dan pengolahannya menggunakan metode statistik yang nantinya 
kemudian diinterpretasikan/dideskripsikan. 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 
      Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang 
didapatkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 
UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok dan BKD Kabupaten Sleman 
pada bulan April- Mei 2014. 
C. Unit Analisis Penelitian 
      Unit analisis dari penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman, UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok 
dan BKD Kabupaten Sleman. 
D. Definisi Operasional 
      Proyeksi merupakan perkiraan tentang sesuatu di masa mendatang dengan 
mengacu pada data sekarang. Proyeksi merupakan salah satu kegiatan yang ada 
di dalam sebuah perencanaan. Perencanaan menurut jangka waktunya di bagi 
menjadi 3 jenis yakni perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. 
Proyeksi di lihat dari segi waktu terbagi menjadi tiga jangka waktu yaitu 1-5, 
5-10, dan 10-25 tahun. Penelitian ini termasuk dalam penelitian perencanaan 
jangka waktu menengah. Proyeksi sering digunakan untuk meramal perkiraan 
kebutuhan seperti kebutuhan barang, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan 
gedung sekolah dan kebutuhan guru di masa mendatang berdasarkan data 
sekarang. Untuk sampai pada perencanaan dan proyeksi guru harus dilakukan 
analisis kebutuhan guru terlebih dahulu. Kebutuhan guru adalah tuntutan akan 
tenaga guru untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak didik pada 
lembaga pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan proyeksi kebutuhan guru 
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adalah memperkirakan sejumlah guru yang dibutuhkan lembaga pendidikan di 
masa yang akan datang dengan menggunakan rumus atau perhitungan tertentu 
Kegiatan proyeksi kebutuhan ini berkaitan pada penataan dan pemerataan guru. 
Sedangkan untuk fokus penelitian pada penelitian ini adalah guru kelas yang 
berstatus PNS.  
E. Metode pengumpulan data 
      Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penelitian. Metode yang 
digunakan penulis adalah dokumentasi yaitu dengan menelaah dokumen- 
dokumen. Menurut Nana Syaodih (2006: 221) dokumentasi atau studi 
dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 
dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 
elektronik. Teknik dokumentasi ini sebagai salah satu teknik pengumpulan data 
yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah siswa, jumlah guru, 
jumlah rombel, data sekolah yang kesemua data-data tersebut akan diolah. 
F. Instrumen penelitian 
      Instrumen yang digunakan dalam penelitian akan sangat berpengaruh 
terhadap hasil akhir sebuah penelitian. Instrument yang baik harus memenuhi 
dua persyaratan penting yaitu valid dan reliable (Suharsimi Arikunto, 2010: 
211). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument 
panduan dokumentasi.  
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      Kisi-kisi adalah rancangan dari pengembangan instumen dan digunakan 
untuk memudahkan dalam penyusunan instrumen penelitian. Adapun kisi-kisi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah Sekolah Pada Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun SD Negeri SD Swasta Jumlah Sekolah 
1.  2009    
2. 2010    
3. 2011    
4. 2012    
5. 2013    
 
2. Jumlah Rombel di SD Negeri Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun Jumlah Rombel 
1.  2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
 
3. Jumlah Guru Kelas SD negeri Tahun Terakhir pada Tahun 2009-2013 
 
No. 
 
Tahun 
Guru Kelas  
Jumlah PNS GTT 
1. 2009    
2. 2010    
3. 2011    
4. 2012    
5. 2013    
 
4. Jumlah Siswa Kelas 1 SD negeri Pada Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun Jumlah Siswa 
1.  2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
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5. Jumlah Guru Kelas Yang Pensiun Pada Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun Guru Kelas Yang Pensiun 
1. 2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
 
6. Jumlah Guru Kelas Yang Akan Pensiun Pada Tahun 2014 dan Lima 
Tahun Kedepan 2015-2019 
No. Tahun Guru Kelas Yang Akan 
Pensiun 
1. 2014  
2. 2015  
3. 2016  
4. 2017  
5. 2018  
6. 2019  
 
7. Jumlah Guru Kelas Yang Diangkat Sebagai CPNS Pada Tahun 2009-
2013 
 
No Tahun Jumlah Guru Kelas Yang 
Diangkat CPNS 
1. 2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
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8. Keadaan Sekolah, Rombel dan Guru Pada Tahun 2014 
 
Tahun SD Jumlah 
Rombel 
SD Negeri 
Jenis Guru Jumlah 
Negeri Swasta 
 
 
 
2014 
   Kepala 
Sekolah 
 
Guru Kelas  
 
Guru Agama  
 
Guru 
Penjaskes 
 
Guru Mulok 
Bhs. Inggris 
 
 
Jumlah Total Guru 
 
 
 
G. Teknik Analisis data 
      Teknik analisis data merupakan tahapan pengolahan data-data yang sudah 
terkumpul. Seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 199) bahwa 
analisis data merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber 
data lain terkumpul.  
Analisis data dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan teknik analisis data statistik yang digambarkan dalam bentuk 
tabel dan diprosentasikan kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat deskripsi. 
Adapun rumus analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah f/N x 100% 
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dimana f = merupakan jumlah subjek yang ada pada kategori tertentu dan N = 
adalah frekuensi total atau keseluruhan (Tulus Winarsunu, 2002: 22).  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian  
      Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 
Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang 
ada di Kabupaten Sleman. Apabila dilihat dari letak geografisnya, wilayah 
Kecamatan Depok merupakan wilayah yang paling luas dan memiliki 
kepadatan penduduk yang paling tinggi di antara kecamatan lainnya. Terdapat 
sebanyak 58 dusun yang tersebar di 3 kelurahan yang ada di Kecamatan 
Depok, yakni Kelurahan Caturtunggal, Kelurahan Condongcatur dan 
Kelurahan Maguwoharjo. Sedangkan  jumlah SD/MI  yang ada di Kecamatan 
Depok sampai pada tahun 2014 adalah sebanyak 55 sekolah dasar, terdiri dari 
37 sekolah dasar berstatus negeri dan 18 sekolah dasar berstatus swasta. Dari 
ke 55 sekolah dasar (SD) yang ada di Kecamatan Depok tidak semua SD yang 
menjadi objek dalam penelitian ini, akan tetapi lebih difokuskan pada (SD) 
negeri saja. Adapun daftar nama SD negeri yang ada di Kecamatan Depok dan 
jumlah masing-masing rombongan belajar (rombel) adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2. Data Sekolah Dan Jumlah Rombel Pada Setiap SD Negeri 
   Di Kecamatan Depok Tahun 2014 
 
No. Nama Sekolah Rombel 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
SD N Adisucipto 1 
SD N Adisucipto 2 
SD N Ambarukmo 
SD N Babarsari 
SD N Bhaktikarya 
SD N Catur tunggal 3 
SD N Catur tunggal 4 
SD N Catur tunggal 6 
SD N Catur tunggal 7 
SD N Catur tunggal 1 
SDN Condongcatur 
SD N Corongan 
SD N Depok 1 
SD N Depok 2 
SD N Deresan 
SD N Gambiranom 
SD N Gejayan 
SD N Kalongan 
SD N Karang Asem 
SD N Karangwuni 
SD N Kentungan 
SD N Kledokan 
SDN Maguwoharjo 1 
SD N Mustokorejo 
SD N Nanggulan 
SD N Ngringin 
SD N Nogopuro 
SD N Nolobangsan 
SD N Percobaan 2 
SD N Perumnas 3 
SD N Perumnas Condongcatur 
SD N Puren 
SD N Ringinsari 
SD N Samirono 
SD N Sarikarya 
SD N Tajem 
SD N Timbulharjo 
12 
6 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
6 
12 
6 
18 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
  Sumber: UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok 
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      Dari 37 SD negeri yang ada di Kecamatan Depok, jumlah rombongan 
belajar (rombel) yang ada adalah sebanyak 312 rombel. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok, dari data lima 
tahun terakhir tahun 2009 sampai pada tahun 2013 sekolah-sekolah yang ada 
di Kecamatan Depok cenderung mengalami penambahan sekolah. Adanya 
penambahan sekolah tersebut tidak termasuk dalam sekolah negeri, melainkan 
hanya pada sekolah-sekolah swasta. Oleh karena itu sekolah negeri yang ada 
tetap sebanyak 37 sekolah. Sampai pada tahun 2014 jumlah sekolah yang ada 
di Kecamatan Depok sebanyak 55 sekolah, yang terdiri dari 37 SD negeri dan 
18 SD swasta.  
      Secara keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Depok 
sudah berjalan dengan baik, karena dilihat dari sarana dan prasarana yang ada 
sudah memadai. Secara kuantitas sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, 
ruang kelas, perpustakaan dan WC sudah tercukupi baik dari segi jumlah 
maupun penyebarannya. Kondisi sarana prasarana yang ada dalam kondisi 
layak pakai dan tidak ada kerusakan yang begitu parah, namun apabila dilihat 
dari segi kualitas sarana prasarana yang ada, belum sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.  
 
B. HASIL PENELITIAN 
1. Penyajian Data 
Penelitian Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas SD negeri di Kecamatan Depok 
merupakan penelitian praktis dengan menggunakan sumber data sekunder yang 
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diperoleh dari UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok, Dinas Dikpora 
Kabupaten Sleman dan BKD Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi ini dilakukan 
guna mengetahui ketersediaan jumlah guru yang ada dan untuk merencanakan 
kebutuhan guru kelas di Kecamatan Depok dalam jangka waktu 5 tahun ke 
depan. Sehingga akan diketahui kebutuhan guru pada tahun 2014 dan proyeksi 
guru pada tahun 2015-2019. 
      Berdasarkan data rekap kekurangan guru sekolah SD negeri tahun 2013 
yang diperoleh dari Dinas Dikpora, di Kecamatan Depok diketahui mengalami 
kekurangan guru sebanyak 110 guru yang terdiri dari, 70 guru kelas, 30 guru 
penjaskes dan 10 guru PAI (Pendidikan Agama Islam). 
Tabel 3. Data Jumlah Kekurangan Guru PNS di SD Negeri 
  Kecamatan Depok Tahun 2013 
 
 
KECAMATAN 
DEPOK 
Guru Kelas 70 
Guru Penjaskes 30 
Guru Agama 10 
JUMLAH 110 
 
      Apabila dilihat lebih detail, jumlah kekurangan guru kelas cenderung lebih 
banyak dari jumlah kekurangan guru penjaskes dan guru agama. Guru agama 
(PAI/PAK) dan guru penjaskes tidak termasuk dalam objek penelitian, hal ini 
dikerenakan guru kelas mengalami kekurangan yang paling banyak 
dibandingkan guru agama dan penjaskes. Oleh karena itu peneliti ingin lebih 
memfokuskan objek penelitiannya hanya pada guru kelas. 
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      Ada beberapa data pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan 
digunakan sebagai dasar dalam perhitungan perencanaan kebutuhan guru kelas. 
Data yang dimaksud adalah data jumlah sekolah dan rombel, data guru dan 
data guru pensiun. Data-data tersebut diperoleh dari data master PTK (Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan) tahun 2014 dan data formasi sekolah dasar dari 5 
tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013. Metode pengumpulan data 
menggunakan teknik dokumentasi. Agar data yang didapatkan dapat sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan panduan 
dokumentasi. Untuk lebih jelasnya tentang data-data yang sudah disebutkan di 
atas, berikut akan lebih diperjelas tentang data-data yang dimaksudkan. 
a. Data Jumlah Sekolah dan Rombel 
Jumlah sekolah dan jumlah rombel yang ada di SD negeri Kecamatan 
Depok tentu akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan guru 
kelas. Pada dasarnya dalam satu rombel diharuskan diampu oleh satu guru 
kelas. Jika perhitungan kebutuhan guru kelas pada sekolah negeri, maka 
perhitungannya berdasarkan guru yang berstatus PNS. Jumlah sekolah baik 
negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan Depok dari tahun ke tahun 
mengalami penambahan dan pengurangan sekolah. Berikut adalah data 
pertumbuhan sekolah di Kecamatan Depok dari tahun 2009-2013. 
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Tabel 4. Data Sekolah SD/MI di Kecamatan Depok Tahun 2009-2013 
 
Tahun  SD Negeri SD Swasta/MI Jumlah 
Sekolah 
2009 37 16 53 
2010 37 15 52 
2011 37 15 52 
2012 37 15 52 
2013 37 18 55 
 
Berdasarkan data 5 tahun terakhir yang sudah diuraikan di atas, dari 
tahun ke tahun sekolah SD/MI yang ada di Kecamatan Depok mengalami 
pengurangan dan penambahan. Pengurangan maupun penambahan sekolah 
terjadi hanya pada sekolah swasta saja, sedangkan untuk jumlah sekolah 
negeri cenderung konstan yakni tetap sebanyak 37 sekolah. Akan tetapi 
apabila dilihat dari segi pertumbuhan rombel, pada sekolah negeri mengalami 
perubahan jumlah rombel. Berikut adalah data jumlah rombel yang ada di SD 
negeri Kecamatan Depok selama periode 5 tahun terakhir. 
Tabel 5. Data Jumlah Rombongan Belajar di SD Negeri Kecamatan 
   Depok Pada Tahun 2009-2013 
 
Tahun Jumlah SD Negeri Jumlah 
Rombel 
2009 37 313 
2010 37 314 
2011 37 314 
2012 37 312 
2013 37 312 
    
Berdasarkan data di atas, pertumbuhan rombel di SD negeri Kecamatan 
Depok dari tahun 2009-2013 mengalami kenaikan dan kemudian mengalami 
penurunan. Pada tahun dasar yakni tahun 2009 rombel yang ada sebanyak 
313 kemudian menuju tahun 2010 mengalami penambahan 1 rombel atau 
 54 
 
mengalami kenaikan sebesar 0,32% kemudian  menjadi sebanyak 314 rombel. 
Kenaikan pertumbuhan rombel dipengaruhi adanya salah satu SD negeri yang 
menambahkan ruang kelas/rombongan belajar yakni SD Negeri Gambiranom. 
Pada tahun 2009 SD Negeri Gambiranom memiliki rombel sebanyak 11 
rombel, namun pada tahun ajaran 2010 SD Negeri Gambiranom 
menambahkan 1 rombel menjadi 12 rombel. Kemudian pada tahun 2011 
jumlah rombel konstan tetap pada jumlah 314 rombel. Memasuki tahun 2012 
rombel yang ada mengalami pengurangan sebanyak 2 kelas atau mengalami 
penurunan sebanyak 0,64% menjadi 312 rombel. Berkurangnya rombel pada 
tahun 2012 dipengaruhi oleh salah satu SD negeri yang ada di Kecamatan 
Depok yakni SD Negeri Ngringin. Sekolah tersebut awalnya memiliki rombel 
sebanyak 8 kelas, namun pada tahun 2012 SD Negeri Ngringin menutup 2 
kelas/rombel yang semula 8 menjadi 6 rombel. Sampai pada tahun 2013 
jumlah rombel konstan seperti pada tahun 2012 yakni sebanyak 312 rombel. 
Baik penambahan ataupun pengurangan rombel yang terjadi tersebut 
dipengaruhi oleh animo/minat masyarakat yang cenderung meningkat dan 
menurun. Berkaitan dengan proyeksi kebutuhan guru kelas, untuk 
kedepannya tidak akan ada penambahan rombel atau sekolah pada sekolah 
SD negeri yang ada di Kecamatan Depok. Karena peserta didik baru yang ada 
sudah tertampung sesuai dengan kuota yang dibutuhkan, selain itu di 
Kecamatan Depok tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan siswa. 
Rata-rata siswa tiap rombelnya adalah sekitar 28-34 siswa. Pada dasarnya 
Kecamatan Depok termasuk daerah yang berada di wilayah perkotaan dan 
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berdekatan dengan perbatasan Kota Yogyakarta, maka banyak masyarakat 
yang memiliki alternatif  pilihan lain dan lebih memilih menyekolahkan anak-
anaknya di sekolah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. 
b. Data Guru 
Data guru merupakan data pokok yang digunakan dalam perhitungan 
kebutuhan guru kelas sekolah dasar. Data guru secara lengkap didapatkan dari 
data master PTK tahun 2014 dan data formasi sekolah dasar tahun 2009-2013 
yang didapatkan dari UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok dan 
Dinas Dikpora. Data formasi memuat data lengkap tentang guru baik yang 
berstatus PNS ataupun GTT dan yang mengajar di sekolah negeri maupun 
swasta. Di dalamnya terdapat informasi data identitas guru seperti nama 
lengkap, jenis kelamin, alamat, gelar, NIP/NIGB, status PNS/Non PNS, 
agama, tempat dan tanggal lahir, TMT capeg/honor, keterangan 
golongan/ruangan dan TMT nya, masa kerja, riwayat lulusan pendidikan, 
jabatan, bidang studi mengajar, dan jumlah jam mengajar per-minggu. Selain 
itu, di dalam data formasi ini juga memuat tentang identitas sekolah seperti 
nama sekolah, alamat sekolah, nomor telephone sekolah, nomor NSS/Ijin 
operasional, jumlah rombongan belajar, jumlah siswa per-kelas dan jumlah 
siswa secara keseluruhan. 
Selain data formasi, data master PTK 2014 juga digunakan sebagai dasar 
perhitungan dalam penelitian proyeksi kebutuhan guru kelas. Data master 
PTK 2014 merupakan sebuah database PTK terbaru pada tahun 2014 yang 
didapat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 
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khususnya pada bidang BPPTK (Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan). Apabila dibandingkan keduanya, data master PTK 2014 
merupakan data guru paling lengkap dibandingkan dengan data formasi. 
Selain komponen data yang sudah disebutkan di atas, data master PTK 2014 
juga memuat tentang TMT mengajar pertama kali, TMT pengangkatan saat 
PNS, keterangan sertifikasi/belum, bidang studi sertifikasi, tanggal dan tahun 
sertifikasi, nomor sertifikat pendidik, nomor NUPTK, usia, waktu pensiun, 
nominal gaji bagi PNS, tugas tambahan, keterangan menambah jam mengajar 
di sekolah lain, nama sekolah yang dituju, riwayat pendidikan (jurusan, 
universitas, masa studi, IPK, sks tempuh), nomor rekening, keterangan 
melanjutkan studi (untuk yang belum S1), nomor HP, dan nomor NPWP. 
Dari keduanya, yaitu data master PTK 2014 dan data formasi didapatkan 
dengan teknik dokumetasi. 
1) Guru Kelas 
Guru kelas, guru agama dan guru penjaskes adalah tiga jenis guru yang 
mutlak ada di sekolah dasar. Untuk melakukan perhitungan kebutuhan guru 
kelas, guru agama dan guru penjaskes menggunakan metode perhitungan 
yang berbeda. Perhitungan kebutuhan guru agama dan guru penjaskes 
didasarkan pada beban jumlah jam mengajar tiap minggu. Pada dasarnya 
alokasi beban mengajar guru setiap minggunya adalah sebanyak 24 jam. 
Sedangkan untuk perhitungan kebutuhan guru kelas didasarkan pada jumlah 
rombongan belajar yang ada. Karena objek penelitian ini adalah sekolah 
negeri maka perhitungannya berdasarkan guru yang berstatus PNS. 
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Berdasarkan peraturan yang berlaku, rumus yang digunakan dalam 
perhitungan kebutuhan guru kelas yakni jumlah rombel yang ada di kali satu 
guru. Berikut adalah keadaan jumlah guru kelas pada 5 tahun terakhir yang 
ada di SD negeri Kecamatan Depok.  
Tabel 6. Jumlah Kebutuhan Guru Kelas SD Negeri Kecamatan       
Depok Pada Tahun 2009-2013 
 
Tahun 
 
Rombel 
Guru 
Kelas 
PNS 
Guru 
Kelas 
GTT 
Jumlah 
Guru 
Kelas 
Jumlah Kekurangan 
Guru Kelas Secara 
Kuantitas 
2009 313 275 34 309 4 
2010 314 282 25 307 7 
2011 314 278 34 312 2 
2012 312 260 49 309 3 
2013 312 243 64 307 5 
 
Dari data di atas, secara tegas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan 
Depok setiap tahunnya selalu mengalami kekurangan guru kelas. Secara 
kuantitas pada tahun 2009 mengalami kekurangan guru kelas sebanyak 4 
guru. Pada tahun 2010 kekurangan sebanyak 7 guru. Pada tahun 2011 
sebanyak 2 guru. Pada tahun 2012 kekurangan 3 guru dan pada tahun 
terakhir yaitu tahun 2013 sebanyak 5 guru. Guru pensiun, guru mutasi dan 
guru yang meninggal dunia dapat dijadikan sebagai salah satu faktor 
perubahan jumlah guru kelas di SD negeri Kecamatan Depok. 
Apabila dilihat lebih mendetail pada tabel di atas, setiap tahunnya ada 
beberapa kelas yang mengalami kekosongan karena dilihat dari jumlah guru 
yang ada tidak sebanding dengan jumlah rombel. Kekosongan pada tahun 
2009 jika dilihat secara sektor kecamatan ada sebanyak 4 kelas, pada tahun 
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2010 ada sebanyak 7 kelas, pada tahun 2011 ada sebanyak 2 kelas, 
kemudian pada tahun 2012 ada sebanyak 3 kelas dan pada tahun 2013 ada 
sebanyak 5 kelas. Pertanyaannya adalah sekolah-sekolah mana saja yang 
mengalami kekosongan pada tiap tahun tersebut. Pada kenyataannya 
kekosongan kelas yang terjadi di beberapa tahun seperti di tahun 2009, 2010 
dan 2011 melebihi jumlah yang ada pada tabel di atas. Hal tersebut tidak 
mempengaruhi ketidaklogisan angka kekurangan yang ada pada tabel di 
atas, kerena pada tiga tahun tersebut diimbangi dengan adanya kelebihan 
guru baik PNS maupun GTT sehingga pada saat perhitungannya tetap 
ditemukan angka yang logis sesuai dengan hasil kekurangan pada tabel di 
atas.  
Jika pada tabel di atas pada tahun 2009 menunjukkan kekurangan atau 
kekosongan dalam cakupan kecamatan sebanyak 4 kelas, sedangkan apabila 
dicermati dalam cakupan persekolah pada kenyataannya di tahun 2009 
kekosongan kelas mencapai sebanyak 7 kelas. Akan tetapi pada tahun 
tersebut juga diimbangi dengan adanya kelebihan guru kelas baik yang 
berstatus PNS maupun GTT yaitu sebanyak 3 guru. Kekosongan 7 kelas 
yang dimaksud adalah berasal dari SD Negeri Babarsari sebanyak 2 kelas, 
dan kekosongan sebanyak 1 kelas masing-masing terdapat di SD Negeri 
Ngringin, SD Negeri Karangwuni, SD Negeri Percobaan 2, SD Negeri 
Perumnas Condongcatur dan SD Negeri Samirono. Sedangkan 3 kelebihan 
guru yang dimaksud adalah 1 guru kelas PNS yang berasal dari SD Negeri 
Adisucipto 2, dan 2 guru kelas GTT dari SD Negeri Corongan dan SD 
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Negeri Tajem. Perhitungan logisnya adalah jumlah kekosongan kelas 
dikurangi jumlah kelebihan guru, yaitu sebanyak 7 kelas dikurangi 3 guru 
hasilnya adalah 4 guru sesuai dengan apa yang ada pada tabel di atas. 
Pada tahun 2010 dan 2011 juga memiliki kesamaan dengan apa yang 
terjadi pada tahun 2009, yaitu jumlah kekosongan kelas yang terjadi pada 
kenyataannya melebihi jumlah pada angka yang ada pada tabel di atas. 
Selain itu pada tahun 2010 dan 2011 juga mengalami adanya kelebihan guru 
baik guru PNS maupun guru GTT. Penjelasannya adalah pada data tahun 
2010 kekosongan kelas dalam cakupan kecamatan ada sebanyak 7 kelas 
sedangkan pada kenyataannya kekosongan yang terjadi dalam cakupan 
persekolah mencapai 10 kelas. Kekosongan 10 kelas yang dimaksud adalah 
berasal dari SD Negeri Babarsari dan SD Negeri Condongcatur sebanyak 
masing-masing 2 kelas dan SD Negeri Caturtunggal 4, SD Negeri 
Corongan, SD Negeri Depok 1, SD Negeri Deresan, SD Negeri Nogopuro 
serta SD Negeri Perumnas Condongcatur yang masing-masing kekosongan 
kelasnya sebanyak 1 kelas. Sedangkan jumlah kelebihan guru yang terjadi di 
tahun 2010 mencapai sebanyak 3 guru yaitu berasal dari SD Negeri 
Kledokan, SD Negeri Ngringin dan SD Negeri Nolobangsan yang 
mengalami kelebihan masing-masing 1 guru kelas GTT. Perhitungan 
logisnya adalah jumlah kekosongan kelas dikurangi jumlah kelebihan guru, 
yaitu sebanyak 10 kelas dikurangi 3 guru hasilnya adalah 7 guru kelas 
sesuai dengan apa yang ada pada tabel di atas. 
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Untuk tahun 2011 kekosongan yang ada pada tabel di atas adalah 
sebanyak 2 kelas sedangkan pada kenyataannya kekosongan kelas yang 
terjadi mencapai 5 kelas. Kekosongan dari 5 kelas yang dimaksud adalah 
berasal dari SD Negeri Depok 2, SD Negeri Deresan, SD Negeri Perumnas 
Condongcatur, SD Negeri Puren 2 dan SD Negeri Ngringin yang masing-
masing sebanyak 1 kelas. Sedangkan kelebihan jumlah guru kelas yang 
terjadi pada tahun 2011 mencapai sebanyak 3 guru. Sebanyak 1 guru kelas 
PNS yang berasal dari SD Negeri Adisucipto dan masing-masing 1 guru 
kelas GTT berasal dari SD Negeri Caturtunggal 1 dan SD Negeri Perumnas 
3. Perhitungan logisnya adalah jumlah kekosongan kelas dikurangi jumlah 
kelebihan guru, yaitu sebanyak 5 kelas dikurangi 3 guru hasilnya adalah 2 
guru sesuai dengan apa yang ada pada tabel di atas. 
Apabila jumlah kekosongan kelas yang terjadi pada tahun 2009, 2010 
dan 2011 melebihi angka yang ada pada data, berbeda dengan kekosongan 
kelas pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah 
kekosongan tetap sama dengan angka yang ada pada tabel sebelummnya, 
yaitu sebanyak 3 kelas pada tahun 2012 dan sebanyak 5 kelas pada tahun 
2013. Kekosongan 3 kelas yang dimaksud pada tahun 2012 berasal dari SD 
Negeri Condongcatur, SD Negeri Maguwoharjo dan SD Negeri Tajem. 
Sedangkan 5 kelas yang dimaksud pada tahun 2013 berasal dari SD Negeri 
Puren, SD Negeri Samirono yang mengalami kekosongan masing-masing 1 
guru kelas GTT dan SD Negeri Caturtunggal 1 yang mengalami kekosongan 
sebanyak 3 guru kelas GTT.  
 61 
 
Ketersediaan guru PNS di Kecamatan Depok dari tahun 2009-2013 
belum sebanding dengan jumlah rombel yang ada. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa untuk sekolah negeri yang ada di Kecamatan Depok 
mengalami kekurangan guru PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 
guru kelas PNS belum mencukupi jumlah rombel yang ada. Didukung 
masih adanya guru wiyata bakti yang berstatus GTT/Honorer yang mengajar 
di SD negeri Kecamatan Depok. Namun keberadaan guru GTT/Honorer ini 
sangat membantu bagi terlaksananya proses pendidikan di Kecamatan 
Depok, guna menutupi kekurangan guru PNS. 
Jika pada uraian di atas adalah penjelasan tentang kekosongan kelas dan 
sekolah mana saja yang mengalami kekurangan maupun kelebihan guru, 
maka masih ada yang perlu dijelaskan terkait tabel jumlah guru kelas yang 
sudah ada pada bagian sebelumnya. Apabila dicermati lebih mendetail pada 
data jumlah guru GTT dari tahun 2009 sampai tahun 2013, jumlah guru 
GTT yang ada setiap tahunnya cenderung meningkat/banyak. Meskipun 
pada awal tahun berjalan yaitu pada tahun 2009 menuju tahun 2010 
menurun atau berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa 
faktor seperti faktor intern pada sistem pengangkatan guru GTT yang masih 
berdasarkan dinamika relasi atau kekeluargaan. Menurut informasi yang 
diperoleh dari Kepala Bidang BPPTK (Bidang Pemeliharaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan) Dinas Dikpora Kabupaten Sleman pada 
kenyataannya masih banyak sekolah yang mengangkat guru honorer/GTT 
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berdasarkan dinamika relasi atau sistem kekeluargaan padahal sebenarnya 
sekolah tersebut tidak mengalami kekurangan guru. 
 Di luar faktor dinamika relasi yang terjadi, ada faktor lain yaitu adanya 
beberapa sekolah yang memiliki jumlah guru kelas melebihi jumlah rombel 
yang ada. Misalkan rombel yang tersedia sebanyak 6 kelas sedangkan guru 
kelas yang ada sebanyak 7 guru kelas. Sebagai contoh di sekolah tertentu 
terdapat sebanyak 6 guru kelas yang berstatus PNS akan tetapi sekolah 
tersebut juga memiliki 1 guru kelas yang berstatus GTT yang juga terdaftar 
mengajar di sekolah tersebut. Sekolah-sekolah yang dimaksud adalah SD 
Negeri Corongan, SD Negeri Tajem, SD Negeri Kledokan, SD Negeri 
Ngringin, SD Negeri Nolobangsan, SD Negeri Caturtunggal dan SD Negeri 
Perumnas 3. Dari ke 7 sekolah tersebut adalah sekolah yang mengalami 
kelebihan guru kelas yang berstatus GTT/Honorer selama lima tahun 
terakhir. Selain itu, ada pula sekolah yang mengalami kelebihan guru kelas 
PNS. Sekolah yang dimaksud adalah SD Negeri Adisucipto 2 yang 
mengalami kelebihan guru kelas PNS pada tahun 2009 dan 2011. Jumlah 
kelebihan guru kelas baik GTT maupun PNS yang terjadi tidaklah mencapai 
angka yang besar, hanya sekitar 1 atau 2 guru. Sehingga dapat disimpulkan 
ada beberapa sekolah yang mengalami kelebihan guru GTT dan guru PNS. 
 Faktor lain yang menyebabkan banyaknya jumlah guru kelas GTT 
adalah adanya beberapa guru GTT yang pada saat mengikuti seleksi 
penerimaan CPNS tidak lulus. Sedangkan calon guru baru yang mengikuti 
seleksi CPNS bisa langsung lolos. Oleh sebab itu menjadi sebuah alasan 
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yang cukup kuat mengapa jumlah guru kelas yang berstatus GTT cenderung 
banyak dari tahun ke tahun. 
Jumlah guru GTT yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun tentu 
menjadi sebuah pertanyaan tersendiri mengapa hal demikian bisa terjadi. 
Pada dasarnya jumlah guru kelas GTT yang ada seharusnya berkurang 
bukan bertambah, karena dibarengi dengan adanya pembukaan formasi 
pengangkatan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tiap 
tahunnya. Berikut adalah data jumlah pengangkatan CPNS guru kelas di 
Kecamatan Depok selama lima tahun terakhir. 
Tabel 7. Data Jumlah Guru Kelas yang Diangkat Sebagai CPNS 
         Pada Tahun 2009-2013 Di Kecamatan Depok 
 
Tahun Jumlah Guru Kelas Yang 
Diangkat Sebagai CPNS 
2009 24 
2010 24 
2011 10 
2012 - 
2013 - 
 
Berdasarkan data di atas, pembukaan formasi pengangkatan CPNS yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman khususnya di wilayah 
Kecamatan Depok pada tahun 2009 sebanyak 24 guru. Pada tahun 2010 
sebanyak 24 guru dan pada tahun 2011 sebanyak 10 guru kelas. Sedangkan 
untuk tahun 2012 dan 2013 tidak ada pengangkatan CPNS karena 
pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan 
pengangkatan CPNS. Sehingga selama dua tahun tersebut di wilayah 
Kabupaten Sleman diberlakukan moratorium (penundaan pengangkatan 
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CPNS). Apabila melihat kembali pada data jumlah guru kelas GTT yang 
sudah diuraikan pada tabel sebelumnya, jumlah guru kelas GTT pada tahun 
2011 sebanyak 34, menuju tahun 2012 menjadi 49 guru dan sebanyak 64 
guru pada tahun 2013. Jumlah guru kelas GTT yang ada di tahun terakhir 
cenderung banyak/meningkat karena disebabkan adanya moratorium 
sehingga terjadi penumpukan pada tahun tersebut. 
Pelaksanaan proses pembukaan formasi pengangkatan CPNS tidak bisa 
dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang berlaku 
seperti dana anggaran APBD yang dimiliki pemerintah daerah untuk 
menggaji pegawai harus dibawah 50%. Selain itu jumlah kuota CPNS yang 
diperuntukkan setiap daerah berbeda, karena pada dasarnya jumlah kuota 
tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat sendiri sesuai dengan kebutuhan. 
Setiap tahunnya pemerintah pusat selalu mengupayakan untuk membuka 
formasi pengangkatan CPNS khususnya guru, demi mengimbangi jumlah 
kekurangan guru akibat adanya guru yang pensiun. Berikut adalah data 
pensiun guru kelas yang ada di SD negeri Kecamatan Depok selama lima 
tahun terakhir. 
Tabel 8. Data Jumlah Guru Pensiun Guru Kelas SD Negeri di 
   Kecamatan Depok Pada Tahun 2009-2013 
 
Tahun Guru Kelas Yang Pensiun 
2009 11 
2010 8 
2011 8 
2012 19 
2013 15 
Jumlah 61 
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2) Guru Pensiun 
Perhitungan proyeksi guru kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok 
berdasarkan data guru kelas yang akan pensiun pada tahun berikutnya. 
Untuk itu dibutuhkan data guru kelas yang akan pensiun pada tahun 2014-
2019 mendatang. Pada dasarnya proyeksi pada penelitian ini dimulai dari 
tahun 2015-2019, akan tetapi untuk data guru yang akan pensiun pada tahun 
2014 juga dibutuhkan. Hal ini dikarenakan sebelum menghitung proyeksi 
kebutuhan guru kelas, perlu dilakukan analisis kebutuhan guru pada tahun 
berjalan yakni tahun 2014. Perhitungan analisis kebutuhan pada tahun 2014 
adalah jumlah kekurangan guru PNS ditambah dengan jumlah guru kelas 
yang akan pensiun pada tahun 2014. Kemudian untuk selanjutnya adalah 
melakukan perhitungan proyeksi berdasarkan kecenderungan guru pensiun. 
UU No.14 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru PNS 
akan berakhir masa kerjanya atau pensiun pada saat sudah mencapai usia 60 
tahun. Pada data master PTK 2014 sudah memuat jadwal pensiun masing-
masing guru. Berikut adalah data guru kelas yang akan pensiun pada tahun 
berjalan dan pada periode lima tahun ke depan. 
Tabel 9. Data Guru Kelas Yang Akan Pensiun Tahun 2014-2019 
 
 
 
Tahun Guru Pensiun 
2014 17 
2015 16 
2016 11 
2017 20 
2018 21 
2019 20 
Jumlah 105 
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Berdasarkan data tersebut, guru kelas yang akan memasuki usia 60 
tahun atau masa pensiun pada tahun 2014 sampai tahun 2019 sebanyak 105 
guru yang tersebar di 37 sekolah SD negeri Kecamatan Depok (terlampir). 
Untuk tahun 2014 sebanyak 17 guru, tahun 2015 sebanyak 16 guru, tahun 
2016 sebanyak 11 guru, tahun 2017 sebanyak 20 guru, tahun 2018 sebanyak 
21 dan tahun 2019 sebanyak 20 guru.  
 
2. Analisis Kebutuhan Guru Kelas PNS Tahun 2014 
Berdasarkan data rekap kekurangan guru kelas SD negeri pada tahun 
2013, di Kabupaten Sleman mengalami kekurangan guru kelas sebanyak 415 
guru yang tersebar di 17 Kecamatan. Jika kekurangan ini terjadi di sekolah 
dasar yang berstatus negeri, maka tentu yang menjadi patokan perhitungan 
adalah guru PNS. Apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya, 
kekurangan guru yang paling banyak terjadi yaitu di Kecamatan Depok. 
Kekurangan guru mencapai angka 110, rinciannya adalah 70 guru kelas, 10 
guru agama dan sebanyak 30 guru guru penjaskes. Jumlah kekurangan guru 
kelas cenderung lebih banyak dibandingkan guru agama dan guru penjaskes, 
oleh karena itu menjadi suatu dasar penguatan mengapa penelitian ini 
dilakukan di Kecamatan Depok dan lebih difokuskan pada guru kelas. 
Analisis kebutuhan guru kelas PNS untuk tahun 2014 perlu dilakukan 
agar dapat diketahui ketersediaan guru yang ada sesuai kondisi saat ini, dan 
dapat digunakan sebagai pembanding dengan data rekap kekurangan guru 
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kelas pada tahun 2013. Apakah kekurangan guru kelas tetap pada jumlah yang 
sama yakni sebanyak 70 guru ataukah  mengalami penambahan kekurangan. 
Untuk menghitung kebutuhan guru kelas, tentu diperlukan sebuah cara 
menghitung atau semacam rumus. Rumus yang digunakan untuk menghitung 
kebutuhan guru kelas adalah sebagai berikut : 
 
KGK = ∑ K x 1 Guru - Guru Tersedia 
 
Keterangan : 
KGK  : Kebutuhan Guru Kelas 
{K     : Jumlah Kelas 
Untuk menghitung kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014, 
tentunya harus tersedia data guru yang paling baru/update agar hasil 
perhitungan kebutuhan guru dapat dikatakan valid. Data guru yang paling 
baru terdapat pada data master PTK 2014. Dari data tersebut diketahui 
jumlah guru kelas, guru agama dan guru penjaskes. Berikut adalah jumlah 
guru yang tersedia di SD negeri Kecamatan Depok pada tahun berjalan yaitu 
tahun 2014. 
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Tabel 10. Data Jumlah Guru Sekolah SD Negeri di Kecamatan  
  Depok Pada Tahun 2014  
 
 
Berdasarkan data di atas jumlah guru secara keseluruhan yang ada di 
SD negeri Kecamatan Depok adalah 461 guru. Rinciannya terdiri dari 299 
guru kelas, 40 guru PA Islam, 23 guru PA Kristen/Katolik, 36 guru 
penjaskes dan 26 guru mulok bahasa inggris dan sisanya sebanyak 37 
merupakan guru yang menjabat sebagai kepala sekolah. Dari total 461 guru 
yang ada, seluruhnya adalah guru yang berstatus PNS dan Non PNS. Dari 
37 SD negeri yang ada di Kecamatan Depok, terdapat 299 guru yang 
mengajar sebagai guru kelas. Jumlah guru kelas sebanyak 299 tersebut 
merupakan campuran dari guru PNS dan Non PNS, berikut adalah 
rinciannya : 
Tabel 11. Data Jumlah Guru Kelas SD Negeri Kecamatan Depok 
        Pada Tahun 2014  
 
 
 
 
Jumlah SD 
Negeri 
Jumlah Rombel Guru Jumlah 
 
 
 
37 
 
 
 
312 
Kepala sekolah 37 
Guru Kelas 299 
Guru Penjaskes 36 
Guru PAI 40 
Guru PAK 23 
Guru Mulok Bhs.Ing 26 
 
Jumlah  
 
461 
Guru Kelas Jumlah 
PNS 241 
NON PNS (Wiyata Bakti) 58 
Total  299 
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Menurut data tersebut, dari 37 sekolah SD negeri yang ada di 
Kecamatan Depok terdapat sebanyak 299 guru kelas baik PNS maupun Non 
PNS. Dari 299 guru kelas tersebut rinciannya adalah 241 guru kelas yang 
berstatus PNS dan sebanyak 58 guru kelas yang berstatus Non PNS.  
Ketersediaan guru kelas yang ada saat ini baik guru kelas PNS dan Non 
PNS belum sebanding dengan jumlah rombel yang ada. Guru kelas yang ada 
sebanyak 299 sedangkan jumlah rombel yang ada sebanyak 312 rombel. 
Idealnya adalah guru kelas yang ada harus sesuai dengan jumlah rombel 
yang tersedia. Hal ini mengandung implikasi bahwa di Kecamatan Depok 
memang mengalami kekurangan guru kelas. Kekurangan guru kelas secara 
kuantitas jumlah dan status kepegawaian (PNS) dapat di lihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 12. Kekurangan Guru Dari Segi Kuantitas Jumlah Dan Status  
  Kepegawaian PNS 
 
 
Rombel 
Guru 
Kelas 
PNS 
Guru Kelas 
Non PNS 
(Widya Bakti) 
Kekurangan 
Secara 
Kuantitas  
Jumlah 
Kekurangan 
Secara Status 
Kepegawaian 
 
312 
241 58  
13 
 
71  
Jumlah = 299 
 
Berdasarkan data di atas kekurangan guru dari segi kuantitas jumlah 
baik PNS maupun Non PNS adalah sebanyak 13 guru. Perhitungannya 
adalah jumlah rombel dikurangi jumlah guru kelas yang ada (PNS dan Non 
PNS) yaitu 312 dikurangi 299 hasil akhirnya adalah 13 guru. Sedangkan 
apabila dilihat dari status kepegawaian guru PNS saja,  kekurangan guru 
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sebanyak 71 guru. Perhitungannya adalah jumlah rombel dikurangi jumlah 
guru PNS yang ada yaitu 312 dikurangi 241 maka hasil akhirnya adalah 71 
guru.  
Analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014 dilakukan guna 
mengetahui kebutuhan guru kelas berdasarkan data terbaru. Tujuannya 
adalah untuk mengetahui kondisi kebutuhan saat ini, apakah masih terjadi 
kekurangan atau kelebihan khususnya pada guru kelas yang berstatus PNS. 
Apabila sudah diketahui kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini, maka dapat 
diketahui proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di tahun berikutnya 
berdasarkan data guru yang akan memasuki usia pensiun. 
 Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa ketersediaan guru kelas pada tahun 2014 di Kecamatan 
Depok masih mengalami kekurangan guru kelas. Kekurangan guru kelas 
pada tahun 2013 sebanyak 70 guru, sedangkan untuk kekurangan guru kelas 
pada tahun 2014 adalah sebanyak 71. Apabila dibandingkan dari keduanya, 
kebutuhan guru kelas mengalami penambahan sebanyak 1 guru atau 
mengalami kenaikan sebesar 1,4%.  
Perhitungan analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014 yang 
sebenarnya adalah jumlah kekurangan guru berdasarkan status PNS 
ditambah dengan jumlah guru yang pensiun pada tahun 2014. Hasil dari 
perhitungan tersebut merupakan hasil akhir dari analisis kebutuhan guru 
kelas PNS pada tahun 2014. Jumlah kekurangan berdasarkan kondisi saat ini 
adalah sebanyak 71 sedangkan jumlah guru pensiun pada tahun 2014 adalah 
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sebanyak 17 guru. Jadi analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014 
adalah kekurangan sebanyak 88 guru. Berikut adalah sajian hasil analisis 
kebutuhan guru kelas pada tahun 2014 dalam bentuk tabel. 
Tabel 13. Analisis Kebutuhan Guru Kelas PNS di SD Negeri 
Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Rombel Guru  
PNS 
Guru 
Non 
PNS 
Kekurangan 
Berdasarkan  
Status PNS 
Guru Yang 
Akan 
Pensiun 
Kekurangan 
Guru Kelas 
Th 2014 
 
312 
241 58  
71 
 
17 
 
88  
299 
  
3. Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas PNS di SD Negeri Kecamatan Depok 
Pada Periode Tahun 2015-2019  
 
Proyeksi merupakan sebuah kegiatan yang pada intinya memperkirakan 
tentang keadaan masa depan berdasarkan data yang ada sekarang. Proyeksi 
kebutuhan guru termasuk dalam salah satu fungsi manajemen pendidikan 
yakni pada perencanaan pendidikan. Perencanaan yang baik tentu akan 
menghasilkan hasil perkiraan yang akurat, dengan tingkat kesalahan yang  
juga sedikit.  
Pada dasarnya setiap SD harus memiliki guru kelas sebanyak jumlah 
rombel yang ada. Apabila di suatu sekolah memiliki rombel sebanyak 6 kelas 
maka guru kelas yang ada harus sebanyak 6 guru. Hal tersebut termuat dalam 
Juknis Peraturan 5 Menteri tentang penataan dan pemerataan guru pegawai 
negeri sipil dijelaskan bahwa setiap SD harus mempunyai guru kelas sesuai 
dengan jumlah rombel atau kelas yang ada, serta harus mempunyai guru 
penjas dan guru agama. 
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Perhitungan proyeksi kebutuhan guru kelas pada umumnya 
menggunakan metode arus siswa. Dengan memproyeksi kebutuhan siswa pada 
beberapa tahun mendatang, maka akan diketahui kebutuhan guru kelas 
berdasarkan rasio guru dan murid. Akan tetapi pada penelitian ini tidak 
menggunakan metode arus siswa, melainkan berdasarkan data guru yang akan 
memasuki usia pensiun pada tahun berikutnya. Karena objek penelitian ini 
sekolah negeri, maka yang menjadi dasar perhitungan adalah guru yang 
berstatus PNS. Sedangkan menurut peraturan yang berlaku, guru PNS 
memasuki masa pensiun ketika sudah mencapai usia 60 tahun. Berikut adalah 
hasil proyeksi kebutuhan guru kelas berdasarkan data guru pensiun untuk 
tahun 2015-2019. 
Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Guru Kelas PNS SD Negeri 
      Kecamatan Depok Periode Tahun 2015-2019  
 
Tahun Kebutuhan Guru Kelas 
2015 16 
2016 11 
2017 20 
2018 21 
2019 20 
Jumlah  88 
   
Berdasarkan tabel di atas, proyeksi kebutuhan guru kelas PNS SD negeri 
Kecamatan Depok untuk periode tahun 2015-2019 membutuhkan sebanyak 88 
guru. Proyeksi kebutuhan guru kelas di tahun 2015 sebanyak 16 guru, pada  
tahun 2016 sebanyak 11 guru, pada tahun 2017 sebanyak 20 guru, pada tahun 
2018 sebanyak 21 guru dan pada tahun 2019 membutuhkan sebanyak 20 guru. 
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Dari sebanyak 88 guru tersebut merupakan guru yang akan pensiun memasuki 
usia 60 tahun (terlampir). 
 
4. Analisis Kualifikasi Akademik dan Relevansi Latarbelakang 
Pendidikan Guru Kelas Terhadap Bidang Tugas Sebagai Guru Kelas 
di SD Negeri Kecamatan Depok Tahun 2014 
 
a. Analisis Kualifikasi Akademik 
      UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 mewajibkan 
guru untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang wajib dimiliki oleh 
seorang guru adalah memiliki ijazah/tamatan pendidikan S-1. Hal tersebut 
sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 9 UU guru dan dosen yakni 
kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui 
pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.  
       Berdasarkan keadaan yang ada di lapangan, belum semua guru yang 
ada di SD negeri Kecamatan Depok memenuhi kualifikasi pendidik. Pada 
kenyataannya masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi 
pendidik S-1. Berikut adalah data tamatan/lulusan guru SD negeri di 
Kecamatan Depok tahun 2014. 
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Tabel 15. Data Pendidikan Terakhir Guru di SD Negeri 
    Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Ijazah Jumlah % 
SMA 27 5,9 
DI 0 0 
DII 95 21 
DIII 34 7 
S-1 300 65 
S-2 5 1,1 
Total 461 
 
Jumlah guru yang ada di Kecamatan Depok baik guru kelas, guru 
agama (Islam/Katolik/Kristen) dan guru penjaskes adalah sebanyak 461 
guru. Dari 461 guru tersebut merupakan guru yang berstatus PNS dan Non 
PNS. Menurut tabel di atas, sebanyak 27 guru (5,9%) merupakan tamatan 
SMA, sebanyak 104 guru (22,6%) tamatan DII, sebanyak 14 guru (3%) 
tamatan DIII, sebanyak 309 guru (67%) tamatan S-1 dan sebanyak 7 guru 
(1,5%) tamatan S-2. Apabila diinterpertasikan ke dalam diagram batang, 
adalah sebagai berikut. 
 
Gambar 1.  
Diagram Batang Kualifikasi Akademik Guru SD Negeri 
Kecamatan Depok  
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Diagram di atas menunjukkan bahwa tamatan yang paling 
mendominasi adalah guru tamatan S-1 yakni mencapai 300 guru. Tamatan 
yang mendominasi kedua adalah tamatan DII sebanyak 95 guru, diikuti 
tamatan DIII sebanyak 34 guru, kemudian tamatan SMA sebanyak 27 guru 
dan tamatan S-2 sebanyak 5 guru. Dari total 461 guru yang ada,  hampir 
65% guru SD yang ada di Kecamatan Depok sudah memenuhi kualifikasi 
sebagai pendidik yakni dalam persyaratan pemenuhan kualifikasi S-1.  
Fokus pada penelitian ini adalah guru kelas. Apabila dilihat dari  
kualifikasi akademik, semua guru kelas yang ada di SD negeri Kecamatan 
Depok belum sepenuhnya memenuhi syarat S-1. Masih terdapat guru kelas 
yang belum mencapai pendidikan S-1. Berikut adalah analisis kualifikasi 
akademik guru kelas SD Negeri Kecamatan Depok. 
Tabel 16. Data Pendidikan Terakhir Guru Kelas di SD Negeri 
    Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Ijazah  Jumlah % 
SMA 19 6,3 
DII 75 25 
DIII 25 8,4 
S-1 179 60 
S-2 1 0,3 
Total 299 
 
Dari jumlah guru kelas yang ada sebanyak 299 guru, terdapat 19 guru 
kelas merupakan tamatan dari SMA atau (6,3%), dari tamatan DII 
sebanyak 75 guru (25%), dari tamatan DIII sebanyak 25 (8,4%), dari 
tamatan S-1 179 (60%) dan guru kelas tamatan S-2 sebanyak 1 guru 
(0,3%). Sebanyak 60% guru kelas yang ada di Kecamatan Depok sudah 
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memenuhi kualifikasi pendidik sebagai lulusan S-1 PGSD, berikut adalah 
analisis kualifikasi akademik guru kelas dalam sajian diagram batang. 
 
Gambar 2.  
Diagram Batang Kualifikasi Akademik Guru Kelas  
   SD Negeri Kecamatan Depok Tahun 2014 
 
Meskipun tamatan yang paling banyak adalah guru tamatan S-1 akan 
tetapi belum semua guru di SD negeri Kecamatan Depok memenuhi 
kualifikasi akademik sebagai S-1. Dari 461 guru ada sekitar 145 guru dari 
tamatan SMA, DI, DII, DIII yang belum mencapai kualifikasi S-1. Dari 
145 guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, terdapat 68 guru 
yang melanjutkan studi.  
b. Analisis Relevansi Latarbelakang Pendidikan Guru Kelas dengan 
Bidang Tugas Sebagai Guru Kelas di SD Negeri Kecamatan Depok 
 
Menurut UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 pasal 7 butir (c) 
tentang prinsip profesionalitas bahwa guru harus memiliki kualifikasi 
akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya.  
Berdasarkan pernyataan tersebut, sangat jelas apabila untuk dikatakan 
sebagai guru profesional maka ijazah atau latar belakang pendidikan yang 
dimiliki harus sesuai dengan bidang tugas yang diampu.  
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Analisis relevansi latarbelakang pendidikan guru terhadap bidang 
tugas yang diampu merupakan analisis yang melihat pada latarbelakang 
pendidikan guru dengan bidang tugas yang diampu. Membandingkan latar 
belakang pendidikan dengan bidang tugas yang diampu apakah sudah 
relevan atau belum. Guru yang menjabat sebagai guru kelas/guru mapel 
dituntut harus relevan dengan latarbelakang pendidikannya. Tujuannya 
adalah menuntut guru agar profesional dalam menjalankan tugasnya dan 
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan yang 
dimaksud sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk 
guru dan dosen (UU No.14 tentang Guru dan Dosen tahun 2005 pasal 1). 
Proses sertifikasi dilakukan melalui 2 cara yakni melalui proses portopolio 
dan jalur pendidikan. Bagi guru yang sudah menjalani proses sertifikasi 
akan mendapatkan sebuah bukti formal dalam bentuk sertifikat sebagai 
pengakuan bahwa guru tersebut adalah tenaga profesional. 
Sebelum melihat hasil analisis relevansi, maka perlu diketahui terlebih 
dahulu data guru PNS yang sudah sertifikasi (terlampir). Dari total 461 
guru yang ada di SD negeri Kecamatan Depok, belum semuanya 
memperoleh sertifikat pendidik. Sebanyak 264 guru yang sudah 
mendapatkan sertifikasi dan sisanya sebanyak 197 guru yang belum 
mendapatkan sertifikat. 
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Tabel 17. Data Guru SD yang Sudah Dan Belum 
    Sertifikasi di SD Negeri Kec.Depok Pada Tahun 2014 
 
Kategori Jumlah % 
Sudah Sertifikasi 264 57 
Belum Sertifikasi 197 43 
Total 461 
 
Berdasarkan tabel di atas, dari total 461 guru yang ada di SD negeri 
Kecamatan Depok sebanyak 261 guru atau 57% sudah sertifikasi dan 
sisanya sebanyak 197 guru atau 43% belum memperoleh sertikat pendidik 
(sertifikasi). Apabila digambarkan dalam diagram batang, berikut adalah 
interpetasi dari data tersebut. 
 
 
Gambar 3.  
Diagram Batang Guru SD yang Sudah dan Belum 
   Sertifikasi di SD Negeri Kec.Depok  
          Tahun 2014  
 
Uraian di atas merupakan gambaran keadaan guru yang sudah dan 
belum sertifikasi secara keseluruhan baik guru kelas, guru agama dan guru 
penjaskes yang ada di SD negeri Kecamatan Depok. Karena penelitian ini 
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terfokus hanya pada guru kelas, maka berikut adalah data terkait hasil 
analisis keadaan guru kelas yang sudah dan belum sertifikasi.  
Tabel 18. Data Guru Kelas yang Sudah dan Belum Sertifikasi di  
SD Negeri Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Kategori Jumlah % 
Sudah Sertifikasi 165 55 
Belum Sertifikasi 134 45 
Total 299 
 
  Berdasarkan tabel di atas, dari 299 guru kelas yang ada di SD negeri 
Kecamatan Depok belum semua guru kelas mendapatkan sertifikat 
pendidik (sertifikasi). Sebanyak 165 guru kelas (55%) yang sudah sertif 
dan sebanyak 134 guru kelas yang belum sertifikasi atau sekitar 45%.   
Sertifikasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai 
wujud peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pengembangan 
profesi guru, pemenuhan hak dan kewajiban guru serta sebagai pengakuan 
kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik juga dianggap 
sebagai salah satu alat yang mampu mensejahterakan kehidupan guru. 
Kesejahteraan seorang guru diperoleh ketika guru tersebut sudah 
memperoleh sertifikat pendidik (sertifikasi) kemudian guru tersebut berhak 
mengajukan dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. 
Hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam UU Guru dan Dosen pasal 
16 tentang tunjangan profesi yang menyebutkan bahwa tunjangan profesi 
diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang telah 
diangkat oleh satuan pendidik dan diberikan setara dalam 1 kali gaji 
pokok.  
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru kelas yang 
ada di SD negeri Kecamatan Depok belum seluruhnya memperoleh 
kesejahteraan. Hampir separuh dari jumlah guru kelas yang ada belum 
memperoleh sertifikat pendidik, yakni dari 229 guru kelas yang ada 
sebanyak 134 guru kelas yang belum sertifikasi. Berikut adalah hasil 
analisis sertifikasi guru kelas dalam bentuk diagram batang. 
 
 
    Gambar 4.  
Diagram Batang Guru Kelas yang Sudah dan Belum Sertifikasi 
di SD Negeri Kecamatan Depok Tahun 2014 
 
Dalam menganalisis relevansi ini, ada 3 kriteria yang digunakan yaitu  
relevan, kurang relevan dan tidak relevan. Kategori relevan adalah ijazah 
yang dimiliki guru sesuai dengan bidang studi sertifikasinya. Misalkan 
guru kelas yang memiliki latarbelakang pendidikan sebagai lulusan dari S-
1 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) kemudian bidang tugas yang 
diampu pada sertifikat guru tersebut adalah sebagai guru kelas, maka guru 
tersebut termasuk dalam kategori relevan. Untuk kategori kurang relevan 
adalah guru yang memiliki ijazah S-1 dari salah satu 5 bidang studi pokok 
yang ada pada guru SD dan guru tersebut mengajar sebagai guru kelas. 
Bidang studi yang di maksud adalah bahasa indonesia, matematika, IPA, 
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IPS, dan PPKN. Seorang guru yang memiliki ijazah tamatan dari 
pendidikan S-1 matematika, akan tetapi guru tersebut mengajar sebagai 
guru kelas maka guru ini termasuk dalam kategori kurang relevan. 
Sebaliknya, untuk kategori tidak relevan adalah guru yang mengajar 
sebagai guru kelas memiliki latarbelakang pendidikan diluar S-1 PGSD 
dan serupunnya. Apabila latarbelakang pendidikan guru tersebut dari S-1 
PGSD akan tetapi mengajar dan mendapatkan sertifikasi sebagai guru 
olahraga/penjaskes maka guru tersebut termasuk dalam kategori tidak 
relevan. Sedangkan Guru yang akan di analisis adalah guru yang berstatus 
PNS dan sudah memperoleh sertifikat pendidik. Dengan melihat dan 
membandingkan latarbelakang pendidikan yang dimiliki dengan bidang 
tugas yang sudah didapatkan guru tersebut, apakah sudah sama/relevan 
atau belum. Berikut adalah analisis relevansi latarbelakang pendidikan 
guru terhadap bidang tugas sertifikasi SD negeri Kecamatan Depok tahun 
2014. 
Tabel 19. Data Relevansi Latarbelakang Pendidikan Guru 
  Sekolah Terhadap Bidang Tugas di SD 
  Negeri Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Guru PNS Yang 
Sudah Sertifikasi 
 
Kategori 
 
Jumlah 
 
% 
 
 
264 
Relevan 163 62 
Kurang Relevan 42 16 
Tidak Relevan 53 20 
Tanpa Keterangan 6 2 
 
Dari 461 guru yang ada di SD negeri Kecamatan Depok diantaranya 
adalah 264 guru PNS yang sudah memperoleh sertifikat pendidik 
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(sertifikasi). Berdasarkan tabel di atas, 264 Guru PNS yang sudah 
sertifikasi ternyata ijazah dengan bidang studi yang dimiliki tidak 
semuanya relevan. Ada sebanyak 163 guru atau sekitar 62% yang 
termasuk dalam kategori relevan, sebanyak 42 guru atau sekitar 16% 
termasuk dalam kategori kurang relevan dan sebanyak 53 guru atau sekitar 
20% termasuk dalam kategori tidak relevan. Di luar kategori relevan, 
kurang relevan dan tidak relevan ada beberapa guru yang tidak memiliki 
kejelasan terkait ijazah yang dimiliki yaitu sebanyak 6 guru atau sebanyak 
(2%).  
Pada dasarnya, analisis relevansi ijazah ini menggunakan data master 
PTK 2014. Terdapat sebanyak 6 guru atau sekitar 2 % yang pada data 
tersebut tidak ada keterangan ijazah yang dimiliki. Berikut adalah 
interpretasi hasil analisis relevansi ijazah terhadap bidang studi dalam 
bentuk diagram. 
 
Gambar 5. 
Diagram Batang Relevansi Pendidikan Guru Sekolah Terhadap 
Bidang Tugas di SD Negeri Kecamatan Depok 2014 
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Diagram di atas menegaskan bahwa ijazah yang dimiliki guru dengan 
bidang tugas sertifikasi belum seluruhnya relevan. Hampir 62% guru PNS 
yang sudah sertifikasi termasuk dalam kategori relevan sedangkan sisanya 
38% termasuk dalam kategori kurang relevan, tidak relevan dan ada 
beberapa guru yang tanpa keterangan. Dari 62% atau sebanyak 163 guru 
yang termasuk dalam kategori relevan adalah guru lulusan S-1 yang linier 
dengan bidang studi sertifikasinya yakni sebagai lulusan PGSD bagi guru 
kelas, lulusan PJKR (Pendidikan Jasmani Dan Keolahragaan) bagi guru 
penjaskes, lulusan PAI (Pendidikan Agama Islam) bagi guru agama islam 
dan PAK (Pendidikan Agama Kristen/Katholik) bagi guru agama kristen 
dan katolik. Untuk kategori kurang relevan diantaranya dari lulusan 
Dakwah, Tarbiyah, PPKN, Pendidikan Sejarah, IPA, Bahasa Indonesia, 
Pendidikan Matematika, Theologia, Kateketik Pastorial.  
Pada dasarnya yang termasuk dalam kategori kurang relevan adalah 
guru yang memiliki latarbelakang pendidikan tidak sama atau  tidak linier  
dengan bidang tugas sertifikasi yang dimiliki, namun masih bisa dikatakan 
linier karena masih satu rumpun dengan bidang studi yang diampu. 
Sedangkan untuk kategori tidak relevan adalah guru lulusan S-1 yang tidak 
linier dengan bidang tugas yang diampu pada sertifikatnya, terdiri dari 
lulusan Administrasi Pendidikan, Bimbingan Konseling, Teknologi 
Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Bahasa dan Seni. Selain itu 
terdapat sebanyak 6 guru yang tidak memiliki kejelasan pada lulusan yang 
ada pada data termasuk dalam kategori tambahan yakni tanpa keterangan. 
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Analisis yang sudah diuraikan di atas adalah pada seluruh guru PNS 
baik guru kelas, guru agama dan guru penjaskes. Sedangkan apabila lebih 
difokuskan pada guru kelas, berikut adalah hasil analisisnya. 
Tabel 20. Data Relevansi Pendidikan Guru Kelas Terhadap 
  Bidang Tugas Sebagai Guru Kelas di SD Negeri 
  Kecamatan Depok Pada Tahun 2014 
 
Guru Kelas PNS Yang 
Sudah Sertifikasi 
 
Kategori 
 
Jumlah 
 
% 
 
 
165 
Relevan  100 61 
Kurang Relevan 27 16 
Tidak Relevan 34 21 
Tanpa keterangan 4 2 
 
Menurut tabel di atas, sebanyak 165 guru kelas PNS yang sudah 
sertifikasi belum seluruhnya termasuk dalam kategori relevan. Dari 165 
guru kelas yang ada, 100 guru yang termasuk dalam kategori relevan atau 
sekitar 61%, kemudian sebanyak 27 guru kelas termasuk dalam kategori 
kurang relevan atau sekitar 16%, sebanyak 34 guru kelas yang masuk 
dalam kategori tidak relevan atau 21% dan sisanya sebanyak 4 guru kelas 
yang pada data master tidak tercantum keterangan ijazahnya. Berikut hasil 
analisis relevansi ijazah guru kelas terhadap bidang studi sertifikasi dalam 
sajian diagram batang. 
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Gambar 6.  
Diagram Batang Relevansi Pendidikan Guru Kelas Terhadap Bidang 
Tugas Sebagai Guru Kelas di SD Negeri Kec.Depok 
Pada Tahun 2014 
 
 
Kategorisasi relevan pada guru kelas adalah guru lulusan S-1 PGSD 
yang mengajar dan memiliki bidang tugas sertifikasi linier sebagai guru 
kelas. Terdapat sebanyak 100 guru kelas PNS yang sudah sertifikasi 
termasuk dalam kategori relevan dan seluruhnya adalah guru kelas yang 
memiliki latarbelakang pendidikan dari S-1 PGSD. Untuk guru kelas yang 
termasuk dalam kategori kurang relevan adalah guru yang mengajar 
sebagai guru kelas dan memiliki latarbelakang pendidikan linier dengan 
salah satu dari 5 bidang studi pokok mapel yang ada pada guru SD. 
Terdapat 5 bidang studi yang termasuk dalam satu rumpun yang ada pada 
guru SD. Bidang studi yang dimaksud adalah Pendidikan IPS (Ekonomi, 
Sejarah, Geografi), Pendidikan IPA (Fisika, Kimia, Biologi), Pendidikan 
Matematika, Bahasa Indonesia dan PPKN.  
Sebanyak 27 guru kelas yang termasuk dalam kategori kurang 
relevan, berasal dari lulusan Pendidikan Sejarah, PPKN, Bahasa Indonesia 
dan Pendidikan Matematika. Sedangkan untuk kategori tidak relevan yakni 
guru kelas yang memiliki latarbelakang pendidikan tidak linier dengan 
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bidang tugas yang diampu pada sertifikasinya sebagai guru kelas/lulusan 
PGSD. Sebanyak 34 guru kelas termasuk dalam kategori tidak relevan, 
diantaranya berasal dari lulusan Administrasi Pendidikan, Bimbingan 
Konseling, Teknologi Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Di luar kategori-
kategori tersebut, ada sebanyak 4 guru kelas yang tidak diketahui identitas 
lulusan pada data atau tanpa keterangan.  
Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa analisis relevansi latarbelakang pendidikan guru sekolah maupun 
guru kelas belum seluruhnya relevan dengan bidang tugas yang diampu. 
Hal ini menimbulkan implikasi bahwa masih banyak guru yang tidak 
memiliki kualifikasi seperti yang dianjurkan oleh UU tentang Guru dan 
Dosen pasal 7 yakni latar belakang pendidikan guru harus sesuai dengan 
bidang tugasnya. Idealnya adalah ijazah yang dimiliki seorang guru harus 
serasi/relevan dengan bidang studi mengajar yang menjadi tugasnya saat 
ini.  
Kesenjangan latarbelakang pendidikan guru terhadap bidang studi yang 
diampu akan berpengaruh pada kompetensi guru yang dimiliki tidak sesuai 
dengan bidang studi yang sedang diampu. Kemungkinan guru tidak 
menguasai kompetensi bidang studi yang menjadi tugasnya saat ini. Hal 
ini tentu akan berpdampak pada proses pembelajaran yang kurang 
maksimal. Untuk menghindari permasalahan tersebut perlu adanya suatu 
pembinaan bagi guru-guru yang termasuk dalam kategori  kurang dan 
tidak relevan dengan diikutsertakan pada diklat atau semacam pelatihan 
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pada bidang studi yang diampunya saat ini. Agar lebih menguasai 
kompetensi, ilmu pengetaahuan dan keahlian-kahlian lainnya yang 
berkaitan dengan bidang studi tersebut. 
 
C. Pembahasan 
Perencanaan sebagai salah satu fungsi yang ada dalam manajemen. 
Perencanaan merupakan sebuah kegiatan memandang ke depan dengan 
menentukan kebijakan, prioritas dan biaya dengan memanfaatkan sumber daya 
yang ada secara tepat, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Perencanaan kebutuhan guru termasuk dalam lingkup perencanaan pendidikan, 
karena objek yang diperhitungkan adalah guru dan pada dasarnya guru  
menjadi salah satu komponen pokok dari sebuah sistem pendidikan. Penelitian 
proyeksi kebutuhan guru kelas ini jika dilihat dari jangka waktunya termasuk 
dalam perencanaan jangka menengah yakni selama periode lima tahun. 
Berdasarkan ruang lingkupnya penelitian ini termasuk dalam perencanaan 
mikro yaitu hanya dalam cakupan perwilayah kecamatan saja. Perencanaan 
kebutuhan guru kelas ini juga termasuk dalam penelitian praktis dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda 
Dan Olahraga Kabupaten Sleman dan UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan 
Depok Kabupaten Sleman. 
Guru dikatakan sebagai kunci dan sekaligus menjadi peran utama 
terhadap suksesnya penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai pendidikan 
yang berkualitas, tentu harus diimbangi dengan ketersediaan guru baik secara 
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kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru kelas secara kuantitas dan 
kualitas akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan 
pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Apabila dilihat dari segi 
kuantitas, jumlah guru kelas harus sebanding dengan jumlah siswa dan rombel 
yang ada. Perbandingan rasio guru dan siswa diatur dalam PP 74 tahun 2008 
tentang Guru disebutkan bahwa untuk guru yang pemegang sertifikat pendidik 
berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan 
dengan rasio perbandingan guru dan siswa pada jenjang sekolah dasar adalah 
1:20 dan menurut Juknis Peraturan 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan 
Guru PNS maksimal siswa yang ada sebanyak 32 siswa pada setiap rombelnya.  
Selain perbandingan rasio guru dan siswa, ketersediaan guru kelas juga 
bisa didasarkan atas jumlah rombel yang ada. Pada intinya setiap sekolah harus 
memiliki guru kelas sebanyak jumlah rombel/kelas yang ada. Seperti apa yang 
sudah diatur dalam Juknis Peraturan 5 Menteri tentang penataan dan 
pemerataan guru pegawai negeri sipil dijelaskan bahwa setiap SD harus 
mempunyai guru kelas sesuai dengan jumlah rombel atau kelas yang ada, serta 
harus mempunyai guru penjas dan guru agama. Berdasarkan aturan tersebut, 
sangat jelas bahwa setiap sekolah SD harus memiliki guru kelas sebanyak 
jumlah rombel yang ada. Apabila ketersediaan guru yang ada tidak sebanyak 
jumlah rombel maka sekolah tersebut dinyatakan kekurangan guru. 
Berdasarkan status kelembagaan sekolah negeri dan swasta, pada sekolah 
negeri yang menjadi patokan perhitungan adalah guru kelas yang berstatus 
PNS. Berbeda dengan sekolah swasta yang menjadi patokan tidak hanya guru 
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PNS melainkan juga guru GTT yang diangkat sebagai guru pada satuan 
pendidikan tertentu.  
Perhitungan proyeksi kebutuhan guru kelas PNS pada umumnya 
menggunakan metode arus siswa. Dengan memproyeksi jumlah siswa pada 
beberapa tahun mendatang, maka akan diketahui kebutuhan guru kelas 
berdasarkan rasio guru dan murid. Akan tetapi pada penelitian ini tidak 
menggunakan metode arus siswa, melainkan berdasarkan data guru kelas PNS 
yang akan memasuki usia pensiun pada tahun berikutnya. Karena objek 
penelitian ini adalah sekolah negeri, maka yang menjadi dasar perhitungan 
adalah jumlah rombel dan guru kelas yang berstatus PNS. Sedangkan menurut 
peraturan yang berlaku, guru PNS memasuki masa pensiun ketika sudah 
mencapai usia 60 tahun. 
Jika ketersediaan guru secara kuantitas dilihat dari segi jumlah, maka 
ketersediaan guru secara kualitas di lihat dari segi kualifikasi akademik yang 
harus dimiliki seorang guru. Selain kualifikasi akademik, kerelevansian latar 
belakang pendidikan dengan bidang tugas yang diampu pada sertifikat 
pendidik yang dimiliki juga perlu diperhatikan. UU Guru dan Dosen pasal 9 
mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui 
pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau diploma empat. Guru dituntut 
untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S-1, ditambah guru harus 
memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Ijazah 
yang dimiliki seorang guru harus serasi/relevan dengan bidang studi mengajar 
yang menjadi tugasnya saat ini.  
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Kesenjangan ijazah guru terhadap bidang studi akan berpengaruh pada 
kompetensi guru yang dimiliki karena tidak sesuai dengan bidang studi yang 
sedang diampu. Kemungkinan guru tidak menguasai kompetensi bidang studi 
yang menjadi beban tugasnya saat ini. Hal ini tentu akan berdampak pada 
proses pembelajaran yang kurang maksimal. Bagi guru yang belum memiliki 
kualifikasi akademik S-1, pemerintah mengupayakan guru-guru tersebut untuk 
melanjutkan studinya. Karena pada saat seorang guru sudah memiliki 
kualifikasi akademik, guru tersebut berhak mengajukan usulan sertifikat 
pendidik sebagai pengakuan dari pemerintah sebagai guru yang profesional dan 
apabila lolos pada saat pengajuan berkas sertifikasi maka guru yang 
bersangkutan  berhak memperoleh tunjangan sertifikasi sebanyak satu kali gaji 
dari pemerintah. Sedangkan untuk kesenjangan latarbelakang pendidikan 
terhadap bidang studi yang diampu oleh guru, perlu adanya penataan formasi 
guru agar  latar belakang pendidikan yang dimiliki relevan dengan bidang 
tugas yang diampu. Bagi guru yang tidak relevan, perlu adanya pembinaan dan 
pelatihan agar guru mampu menguasai keahlian dan kompetensi bidang studi 
tersebut. Sejak munculnya undang-undang tentang guru dan dosen, banyak 
tuntutan hak dan kewajiban guru yang tertuang didalamnya. Segalanya adalah 
upaya pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan guru dan sebagai wujud 
pembaharuan sistem pendidikan  ke arah yang lebih baik.  
Ketersediaan guru baik secara kuantitas maupun kualitas di Kabupaten 
Sleman belum terpenuhi dengan baik. Dari 17 kecamatan yang ada, salah 
satunya yakni Kecamatan Depok menjadi kecamatan yang mengalami 
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kekurangan guru paling banyak diantara kecamatan lainnya khususnya pada 
jenjang sekolah dasar.  Berdasarkan data rekap hasil analisis kebutuhan guru 
sekolah SD negeri pada tahun 2013, Kecamatan Depok mengalami kekurangan 
guru sebanyak 110 guru yang terdiri dari 70 guru kelas, 30 guru penjaskes dan 
10 guru agama. Dari 312 jumlah rombel yang ada di SD negeri, hanya 
sebanyak 242 guru kelas PNS yang tersedia maka kekurangan guru kelas 
berdasarkan status kepegawaian PNS adalah sebanyak 70 guru. Akan tetapi hal 
ini tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan proses KBM, karena 
kekurangan tersebut sudah diatasi dengan adanya guru kelas yang berstatus 
sebagai guru honorer/GTT. 
Kecamatan Depok terdiri dari 58 dusun yang tersebar di tiga kelurahan, 
yakni Kelurahan Caturtunggal, Kelurahan Condongcatur dan Kelurahan  
Maguwoharjo. Sampai pada tahun 2014 Kecamatan Depok memiliki sebanyak 
55 lembaga sekolah dasar baik negeri maupun swasta.  Sebanyak  37 sekolah 
berstatus negeri dan 18 sekolah berstatus swasta. Pertumbuhan sekolah di 
Kecamatan Depok pada lima tahun terakhir cenderung mengalami penambahan 
dan pengurangan. Pada tahun dasar yaitu tahun 2009 jumlah sekolah dasar 
yang ada sebanyak 53 sekolah, memasuki tahun 2010 terdapat sebanyak 52 
sekolah, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 jumlah sekolah tetap konstan 
sebanyak 52 sekolah. Sampai pada tahun 2013 jumlah sekolah dasar bertambah 
3 sekolah dari 52 menjadi 55 sekolah dasar. Pengurangan maupun penambahan 
sekolah hanya terjadi pada sekolah swasta saja, sedangkan jumlah sekolah 
negeri cenderung konstan sebanyak 37 sekolah.  
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Apabila di lihat dari pertumbuhan rombel, pada sekolah negeri 
mengalami perubahan jumlah rombel. Pada tahun dasar 2009 jumlah rombel 
yang ada di SD negeri Kecamatan Depok sebanyak 313 rombel, kemudian 
menuju tahun 2010 mengalami penambahan 1 rombel atau mengalami 
kenaikan sebesar 0,32% menjadi sebanyak 314 rombel. Penambahan rombel 
dipengaruhi adanya salah satu sekolah negeri yang menambahkan ruang 
kelas/rombongan belajar yakni SD Negeri Gambiranom. Pada tahun 2009 SD 
Negeri Gambiranom memiliki rombel sebanyak 11 rombel, namun pada tahun 
ajaran 2010 SD Negeri Gambiranom menambahkan 1 rombel menjadi 12 
rombel. Kemudian pada tahun 2011 jumlah rombel konstan tetap pada jumlah 
314 rombel. Memasuki tahun 2012 rombel yang ada mengalami pengurangan 
sebanyak 2 kelas atau mengalami penurunan sebanyak 0,64%  menjadi 312 
rombel. Berkurangnya rombel pada tahun 2012 dipengaruhi oleh salah satu 
sekolah negeri yang ada di Kecamatan Depok yaitu SD Negeri Ngringin. 
Sekolah tersebut awalnya memiliki rombel sebanyak 8 kelas, namun pada 
tahun 2012 SD Negeri Ngringin menutup 2 kelas/rombel yang semula 8 
menjadi 6 rombel. Sampai pada tahun 2013 jumlah rombel konstan seperti 
pada tahun 2012 yakni sebanyak 312 rombel. 
Animo dan minat masyarakat menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap 
siklus naik turun, berkurang dan bertambahnya rombel yang ada di SD negeri 
Kecamatan Depok.  Hal ini disebabkan banyak alternatif pilihan yang dimiliki 
masyarakat di wilayah Kecamatan Depok untuk menyekolahkan anaknya ke 
sekolah-sekolah yang berada di luar wilayah Kecamatan Depok. Terlebih 
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secara geografis letak Kecamatan Depok merupakan daerah yang berada di 
wilayah perkotaan dan berdekatan dengan perbatasan Kota Yogyakarta, 
sehingga tidak sedikit masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya di 
sekolah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Berkaitan dengan proyeksi 
kebutuhan guru kelas, untuk kedepannya tidak akan ada penambahan sekolah 
atau rombel pada sekolah SD negeri Kecamatan Depok. Karena peserta didik 
yang masuk sudah tertampung sesuai dengan kuota yang dibutuhkan, selain itu 
di Kecamatan Depok tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan siswa. 
Jumlah rata-rata siswa setiap rombelnya adalah sekitar 28-34 siswa. 
Perhitungan kebutuhan guru kelas pada dasarnya berbeda dengan 
perhitungan kebutuhan guru agama dan guru penjaskes. Perhitungan kebutuhan 
guru agama dan guru penjaskes didasarkan pada beban mengajar tiap 
minggunya sebanyak 24 jam, sedangkan untuk perhitungan guru kelas  
didasarkan pada jumlah rombel yang ada. Objek pada penelitian ini hanya pada 
sekolah SD negeri maka perhitungannya berdasarkan jumlah rombel dan guru 
kelas yang berstatus PNS.  
Ketersediaan guru kelas baik PNS maupun Non PNS di Kecamatan Depok 
selama 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2009-2013 belum mencukupi jumlah 
rombel yang ada. Jumlah guru kelas yang tersedia belum sebanding dengan 
jumlah rombel yang ada, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap 
tahunnya selalu mengalami kekurangan guru kelas. Jumlah kekurangan guru 
dapat dilihat dari perhitungan berdasarkan kuantitas dan berdasarkan status 
kepegawaian guru PNS. Perhitungan yang berdasarkan pada kuantitas adalah 
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berpatok pada jumlah rombel yang ada dikurangi jumlah seluruh guru baik 
PNS maupun Non PNS, sedangkan untuk status kepegawaian adalah jumlah 
rombel yang ada dikurangi jumlah guru PNS.  
Pada tahun 2009 guru  kelas yang ada sebanyak 309 guru terdiri dari 275 
guru kelas berstatus PNS dan 34 guru berstatus Non PNS, sedangkan jumlah 
rombel yang ada adalah sebanyak 313 rombel maka kekurangan guru secara 
kuantitas sebanyak 4 guru dan kekurangan guru secara status kepegawaian 
PNS sebanyak 38 guru kelas. Memasuki tahun 2010 jumlah guru kelas yang 
ada sebanyak 307 guru terdiri dari 282 guru kelas PNS dan 25 guru kelas Non 
PNS, sedangkan jumlah rombel yang ada 314 rombel maka kekurangan guru 
secara kuantitas adalah sebanyak 7 guru dan kekurangan secara status 
kepegawaian PNS sebanyak 32 guru. Pada tahun 2011 jumlah guru kelas yang 
ada sebanyak 312 guru cenderung bertambah dari tahun sebelumnya. Terdiri 
dari 278 guru kelas PNS dan 34 guru kelas Non PNS, dengan jumlah rombel 
sebanyak 314 maka kekurangan secara kuantitas adalah sebanyak 2 guru dan 
kekurangan secara status kepegawaian PNS adalah 36 guru. Kemudian pada 
tahun 2012 jumlah guru yang ada sebanyak 309 guru cenderung menurun dari 
jumlah guru kelas pada tahun 2011. Dari 309 guru tersebut, sebanyak 260 guru 
kelas PNS dan 49 guru kelas Non PNS sedangkan jumlah rombel yang ada 
sebanyak 312 cenderung menurun karena berkurang 2 rombel dari tahun 
sebelumnya. Maka kekurangan guru kelas secara kuantitas adalah sebanyak 3 
guru dan kekurangan secara status kepegawaian PNS adalah 52 guru. Pada 
tahun terakhir yakni tahun 2013 ketersediaan guru kelas yang ada sejumlah 307 
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guru dengan jumlah 243 guru kelas PNS dan 64 guru kelas Non PNS 
sedangkan jumlah rombel yang ada sebanyak 312. Maka kekurangan guru 
secara kuantitas sebanyak 5 guru dan kekurangan guru secara status 
kepegawaian PNS adalah 69 guru. Perubahan atas kondisi jumlah guru tersebut 
disebabkan oleh adanya guru pensiun, mutasi, meninggal dunia, penyebaran 
guru GTT yang tidak merata, beberapa sekolah yang kelebihan guru, masih 
adanya sistem pengangkatan guru GTT berdasarkan dinamika relasi dan 
berbagai faktor lainnya. 
Penelitian proyeksi kebutuhan guru kelas PNS adalah penelitian 
perencanaan yang merencanakan kebutuhan guru untuk beberapa tahun 
mendatang berdasarkan data yang ada saat ini. Ada beberapa data yang 
dibutuhkan untuk melakukan proyeksi kebutuhan guru, yaitu data guru, data 
sekolah dan rombel, dan data guru pensiun. Perhitungan proyeksi kebutuhan 
guru kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok berdasarkan data guru kelas 
PNS yang akan memasuki usia pensiun pada tahun berikutnya. Untuk itu perlu 
diketahui jumlah guru kelas yang akan pensiun pada tahun 2014-2019.  
Pada dasarnya penelitian proyeksi ini dimulai dari tahun 2015-2019, akan 
tetapi untuk data guru pensiun tahun 2014 juga dibutuhkan. Hal ini 
dikarenakan sebelum menghitung proyeksi guru kelas, perlu dilakukan analisis 
kebutuhan guru pada tahun berjalan yaitu tahun 2014. Kemudian untuk 
selanjutnya dapat melakukan perhitungan proyeksi berdasarkan data guru yang 
akan memasuki usia pensiun. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 pasal 30 
tentang Guru dan Dosen bahwa guru PNS akan berakhir masa kerjanya atau 
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pensiun pada saat sudah mencapai usia 60 tahun. Data guru pensiun diperoleh 
dari data Master PTK 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman, didalamnya memuat berbagai data lengkap 
tentang informasi guru termasuk data guru yang akan pensiun.  
Guru kelas yang akan pensiun pada tahun 2014 sebanyak 17 guru, pada 
tahun 2015 sebanyak 16 guru, pada tahun 2016 sebanyak 11 guru, pada tahun 
2017 sebanyak 20 guru, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 21 guru dan pada 
tahun proyeksi terakhir yaitu tahun 2019 sebanyak 20 guru. Total guru kelas 
yang akan pensiun pada tahun 2014-2017 adalah sebanyak 105 guru. 
Pada uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa sebelum melakukan perhitungan 
proyeksi kebutuhan guru kelas terlebih dahulu perlu dilakukan perhitungan 
analisis kebutuhan guru kelas pada tahun berjalan. Tujuannya adalah agar 
dapat diketahui ketersediaan guru kelas yang ada sesuai kondisi saat ini dan 
berdasarkan data yang paling baru (uptodate). Juga sebagai pembanding 
jumlah kekurangan guru kelas pada tahun 2013 dengan jumlah kekurangan 
guru kelas pada tahun 2014. Apakah kekurangan guru kelas tetap pada jumlah 
yang sama, berkurang atau bertambah dari jumlah kekurangan pada tahun 
sebelumnya yaitu sebanyak 70 guru di tahun 2013.  
Untuk menghitung kebutuhan guru kelas, diperlukan sebuah formula rumus 
yang dijadikan sebagai landasan perhitungan. Rumus yang digunakan untuk 
menghitumg kebutuhan guru kelas adalah sebagai berikut. 
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KGK = ∑ K x 1 Guru – Guru Tersedia 
 
 
Keterangan : 
KGK : Kebutuhan Guru Kelas 
{ K : Jumlah Kelas 
 
Perhitungan analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun berjalan yaitu 
tahun 2014 mengunakan data Master PTK 2014, data tersebut merupakan data 
yang paling baru (update). Dari data tersebut diketahui jumlah ketersediaan 
guru baik guru kelas, guru agama dan guru penjaskes. Sebanyak 312 rombel 
dari 37 sekolah SD negeri yang ada di Kecamatan Depok, terdapat sebanyak 
461 guru yang terdiri dari kepala sekolah sebanyak 37 guru, guru kelas 
sebanyak 299 guru, guru penjaskes sebanyak 36 guru, guru Pendidikan Agama 
Islam sebanyak 40 guru, guru Pendidikan Agama Kristen/Katholik sebanyak 
23 dan guru mulok Bahasa Inggris sebanyak 26 guru. Dari 461 guru tersebut 
kesemuanya adalah guru yang berstatus baik PNS maupun Non PNS.  
Jumlah guru kelas yang ada di SD negeri Kecamatan Depok adalah 
sebanyak 299 guru, yang terbagi dari 241 guru kelas berstatus PNS dan 58 guru 
kelas yang berstatus Non PNS sedangkan jumlah rombel yang ada adalah 
sebanyak 312. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di 
SD negeri Kecamatan Depok mengalami kekurangan guru karena  ketersediaan 
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guru kelas baik PNS maupun Non PNS yang ada saat ini belum sebanding 
dengan jumlah rombel yang ada. Idealnya adalah jumlah guru kelas yang ada 
harus sebanyak jumlah rombel yang tersedia. Jika di lihat dari segi kuantitas 
kekurangan guru kelas pada tahun 2014 sebanyak 13 guru. Perhitungannya 
adalah jumlah rombel yang ada dikurangi jumlah guru kelas seluruhnya baik 
PNS maupun Non PNS, yaitu 312 rombel dikurangi 299 guru. Sedangkan 
kekurangan guru kelas berdasarkan status kepegawaian guru PNS sebanyak 71 
guru. Perhitungannya adalah jumlah rombel yang ada dikurangi jumlah guru 
kelas PNS, yaitu 312 rombel dikurangi 241 guru.  
Penyusunan kebutuhan guru dilakukan untuk menjawab pertanyaan 
ketersediaan guru yang ada saat ini, guna mengetahui berapa rentang jumlah 
guru yang dibutuhkan dan kualifikasi guru yang dibutuhkan baik secara 
kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data rekap kekurangan guru kelas SD 
Negeri pada tahun 2013, Kecamatan Depok mengalami kekurangan guru kelas 
PNS sebanyak 70 guru. Kemudian untuk analisis kebutuhan guru kelas pada 
tahun 2014 diketahui bahwa kekurangan guru kelas PNS mencapai 71 guru. 
Apabila dibandingkan keduanya, kebutuhan guru kelas mengalami 
penambahan sebanyak 1 guru atau mengalami kenaikan sekitar 1,4%. 
Perhitungan analisis kebutuhan guru yang sebenarnya adalah jumlah 
kekurangan guru kelas berdasarkan status kepegawaian PNS ditambah jumlah 
guru yang akan pensiun pada tahun 2014. Hasil perhitungan tersebut 
merupakan hasil akhir dari perhitungan analisis kebutuhan guru kelas PNS 
pada tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, diketahui jumlah kekurangan 
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guru kelas berdasarkan status kepegawaian guru PNS adalah sebanyak 71 guru, 
sedangkan jumlah guru kelas yang pensiun pada tahun 2014 adalah sebanyak 
17 guru. Jadi hasil akhir dari analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 
2014 di Kecamatan Depok sebanyak 88 guru. Jika sudah diketahui hasil akhir 
dari analisis kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014, maka langkah 
selanjutnya dapat melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan guru kelas PNS 
berdasarkan data guru yang akaan memasuki usia pensiun pada tahun 
berikutnya. 
Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, proyeksi diartikan sebagai sebuah 
perkiraan tentang keadaan masa depan yang akan datang dengan menggunakan 
data yang ada sekarang. Sedangkan Mohammad F. Gaffar (1987: 77) 
mengartikan kebutuhan guru merupakan tuntutan pemakai jasa profesional 
guru untuk memberikan pelayanan terhadap anak didik pada lembaga 
pendidikan pemakai jasa guru itu. Kesimpulannya adalah proyeksi kebutuhan 
guru merupakan perkiraan kebutuhan guru di masa yang akan datang 
berdasarkan data yang ada saat ini guna memberikan pelayanan pendidikan 
terhadap anak didik pada lembaga pendidikan tertentu. Proyeksi kebutuhan 
guru merupakan bagian dari manajemen pendidikan, karena pada dasarnya 
proyeksi erat kaitannya dengan perencanaan dan perencanaan adalah salah satu 
fungsi yang ada di dalam manajemen pendidikan. 
Perhitungan proyeksi kebutuhan guru kelas pada umumnya menggunakan 
metode arus siswa yang kemudian digambarkan dalam bentuk kohort dengan 
mempertimbangkan jumlah siswa yang naik kelas, tinggal kelas, dan siswa 
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putus sekolah. Dengan memproyeksi jumlah siswa pada beberapa tahun 
mendatang maka akan diketahui kebutuhan guru kelas berdasarkan 
perbandingan rasio guru dan siswa. Akan tetapi pada penelitian ini tidak 
menggunakan metode arus siswa, melainkan berdasarkan data guru yang akan 
memasuki usia pensiun pada tahun berikutnya dan berdasarkan jumlah rombel 
yang ada. Ditambah objek pada penelitian ini hanya pada sekolah SD negeri 
maka yang menjadi dasar perhitungan adalah guru kelas yang berstatus PNS.  
Jika perhitungan proyeksi kebutuhan guru kelas didasarkan pada data guru 
yang akan memasuki usia pensiun, seperti apa yang sudah dijabarkan pada 
bagian sebelumnya. Maka sudah diketahui hasil dari proyeksi kebutuhan guru 
kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok pada tahun 2015-2019 adalah 
sebanyak 88 guru. Proyeksi kebutuhan guru kelas PNS untuk tahun 2015 
sebanyak 16 guru, untuk tahun 2016 sebanyak 11 guru, kemudian untuk tahun 
2017 sebanyak 20 guru, untuk tahun 2018 sebanyak 21 guru dan untuk tahun 
2019 sebanyak 20 guru. 
Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan mampu menghasilkan output 
yang berkualitas, ketersediaan guru secara kuantitas saja tidak cukup untuk 
mencapai tujuan  tersebut. Selain kuantitas, keberadaan guru secara kualitas 
perlu diperhatikan demi mewujudkan citra guru sebagai tenaga profesional. 
Guru profesional adalah guru yang memenuhi lima kompetensi guru, memiliki 
kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang 
tugas yang diampu. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang sudah diatur 
dalam UU tentang Guru dan Dosen pasal 7 butir c bahwa guru harus memiliki 
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kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang 
tugasnya. Berdasarkan peraturan tersebut, bidang studi yang diampu seorang 
guru harus relevan dengan ijazah yang dimiliki.  
Kerelevansian latarbelakang pendidikan yang dimiliki dengan bidang tugas 
yang diampu akan berpengaruh pada guru itu sendiri. Secara administrasi guru 
tersebut dapat dikatakan sebagai guru profesional, selain itu proses kegiatan 
belajar mengajar dengan siswa akan terasa lebih maksimal dan kondusif karena 
bidang tugas yang diampu saat ini sesuai dengan latar belakang pendidikan 
yang dimiliki sehingga dapat dipastikan guru tersebut memang sangat 
menguasai kompetensi pada bidang studi tersebut. Sedangkan kesenjangan 
antara ijazah yang bidang studi yang diampunya saat ini akan berdampak pada 
kurang maksimalnya proses belajar mengajar di kelas karena guru tersebut 
tidak menguasai materi ajar yang dibebankan saat ini. Selain itu perlu adanya 
pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada guru yang mengalami 
kesenjangan tersebut dalam bentuk pelatihan dan pendidikan atau semacam 
diklat agar guru tersebut mampu menguasai materi ajar diluar kompetensi yang 
dimilikinya. Oleh karena itu perlu adanya suatu analisis terkait relevansi 
latarbelakang pendidikan guru terhadap bidang tugas yang diampu pada 
sertifikat pendidik. 
Guru yang ada di sekolah atau dapat disebut sebagai guru dalam jabatan, 
belum seluruhnya memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D4 seperti apa 
yang diharuskan dalam UU Guru dan Dosen. Pada kenyataannya masih banyak 
guru-guru yang memiliki tamatan ijazah di bawah S-1 atau D-4. Begitu pula 
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yang terjadi di sekolah SD negeri Kecamatan Depok, belum semua guru 
memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-4. Dari jumlah 461 guru 
yang ada di Kecamatan Depok baik guru kelas, guru agama dan guru penjaskes 
yang beratstus PNS maupun Non PNS hanya sekitar 300 guru (65%) yang 
sudah memenuhi kualifikasi akademik lulusan S-1. Sisanya sebanyak 27 guru 
(5,9%) merupakan tamatan SMA, sebanyak 95 guru (21%) merupakan guru 
tamatan DII, kemudian sebanyak 34 guru (7%) adalah guru tamatan DIII. 
Selain itu ada beberapa guru yang memiliki kualifikasi akademik tamatan di 
atas S-1 yaitu sebanyak 5 guru atau sekitar 1,1% merupakan guru dengan 
tamatan pendidikan dari S-2.  
Apabila lebih difokuskan kepada guru kelas sesuai apa yang difokuskan 
pada penelitian ini, dari 299 guru kelas yang ada hanya 180 guru kelas yang 
sudah memenuhi kualifikasi akademik S-1 PGSD dan 1 guru diantaranya 
merupakan tamatan S-2. Sisanya yaitu sebanyak 19 guru kelas (9,3%) 
merupakan tamatan SMA, sebanyak 75 guru (25%) merupakan tamatan DII, 
sebanyak 25 guru  (8,4%) merupakan tamatan DIII.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum semua guru 
yang ada di SD negeri Kecamatan Depok memenuhi kualifikasi akademik 
minimal S-1. Meskipun tamatan yang paling mendominasi adalah tamatan S-1, 
akan tetapi masih banyak guru yang kualifikasi akademiknya di bawah S-1 
yaitu berasal dari tamatan SMA, DII, dan DIII. Selain itu, terdapat sebanyak 7 
guru yang memiliki kualifikasi akademik di atas tamatan S-1 yaitu sebagai 
guru yang memiliki tamatan S-2. Dari 461 guru yang ada, sebanyak 145 guru  
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dari tamatan SMA, DII dan DIII yang belum mencapai kualifikasi S-1. Dan 
dari 145 guru tersebut, sebagian guru ada yang melanjutkan studinya agar 
dapat mencapai kualifikasi S-1 yaitu sebanyak 68 guru dan sisanya sebanyak 
77 guru memilih untuk tidak melanjutkan studinya. 
Selain kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru, kerelevansian ijazah 
dengan bidang studi yang diampu seorang guru juga perlu diperhatikan. Pada 
analisis relevansi ini adalah membandingkan latar belakang pendidikan yang 
dimiliki guru dengan bidang tugas yang diampu pada sertifikat pendidik 
apakah sudah relevan atau belum. Guru yang sudah mendapatkan pengakuan 
sebagai guru profesional yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat pendidik, 
dituntut harus relevan dengan bidang studi mengajarnya. Tujuannya adalah 
agar guru dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan memiliki serta 
menguasai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.  
Sebelum melakukan analisis relevansi ini, tentu perlu diketahui data 
jumlah guru PNS di SD negeri Kecamatan Depok yang sudah sertifikasi. Dari 
seluruh guru yang ada di Kecamatan Depok, yaitu 461 guru sebanyak 264 
guru (57%) adalah guru yang sudah mendapatkan sertifikasi sedangkan 
sisanya sebanyak 197 guru (43%) belum mendapatkan sertifikasi. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, secara tegas dapat disimpulkan bahwa 
hampir separuh dari jumlah guru yang ada belum semua guru mendapatkan 
sertifikasi. Karena penelitian difokuskan hanya pada guru kelas saja maka 
perlu diketahui jumlah guru kelas yang sudah sertifikasi. Dari sejumlah 299 
guru kelas yang ada, hanya sebanyak 165 guru (55%) yang sudah sertifikasi 
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dan sisanya sebanyak 134 guru (45%) merupakan guru kelas yang belum 
sertifikasi. 
Guru yang akan di analisis adalah guru yang berstatus PNS dan sudah 
memperoleh sertifikat pendidik. Setelah diketahui jumlah guru PNS yang 
sudah sertifikasi, maka dapat segera dilakukan analisis relevansi latar 
belakang pendidikan terhadap bidang tugas yang diampu. Akan tetapi 
sebelum mengetahui hasil analisis tersebut, perlu dijelaskan terkait kriteria 
yang akan digunakan dalam analisis kerelevansian ini. Ada tiga kriteria yang 
digunakan untuk mengukur relevan dan tidaknya seorang guru tersebut. 
Kriteria yang dimaksud adalah relevan, kurang relevan dan tidak relevan.   
Kategori relevan adalah dimana latarbelakang pendidikan yang dimiliki 
guru sesuai dengan bidang tugas yang diampu pada sertifikatnya. Sebagai 
contoh adalah pada guru kelas yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) kemudian bidang tugas yang 
diampu pada sertifikat pendidik guru tersebut adalah sebagai guru kelas maka 
guru tersebut termasuk dalam kategori relevan. Untuk kategori kurang 
relevan adalah guru yang memiliki latarbelakang pendidikan dari salah satu 
bidang studi yang diajarkan oleh guru kelas dan guru tersebut mengajar 
sebagai guru kelas. Bidang studi yang dimaksud adalah bahasa Indonesia, 
matematika, IPA, IPS dan PPKN. Sebagai contoh guru yang memiliki ijazah 
tamatan dari pendidikan matematika, akan tetapi guru tersebut mengajar 
sebagai guru kelas maka guru ini termasuk dalam kategori kurang relevan. 
Sebaliknya untuk kategori tidak relevan adalah latarbelakang pendidikan 
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yang dimiliki guru tidak sama dengan bidang tugas yang diampu. Sebagai 
contoh seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan dari PGSD 
akan tetapi guru yang bersangkutan mengajar sebagai sebagai guru olahraga 
atau guru penjaskes maka guru tersebut termasuk dalam kategori tidak 
relevan. 
 Dari total guru yang ada di SD negeri Kecamatan Depok sebanyak 461 
guru, hanya 264 guru PNS yang sudah memperoleh sertifikasi baik guru 
kelas, guru agama maupun guru penjaskes. Apabila diuraikan kembali, dari 
264 guru tersebut hanya sebanyak 163 guru (62%) adalah mereka guru yang 
termasuk dalam kategori relevan. Kemudian sebanyak 42 guru (16%) adalah 
guru yang termasuk dalam kategori kurang relevan dan sebanyak 53 guru atau 
sebanyak (20%) merupakan guru yang termasuk dalam kategori tidak relevan. 
Di luar ketiga kategori tersebut, berdasarkan apa yang ada pada data Master 
PTK 2014 ada beberapa guru yang pada datanya tidak memiliki kelengkapan 
atau tidak ada kejelasan terkait ijazah yang dimiliki seperti guru lainnya yaitu 
sebanyak 6 guru atau sekitar (2%) adalah guru yang pada kategori tanpa 
keterangan. 
Pada uraian di atas menegaskan bahwa latarbelakang pendidikan yang 
dimiliki guru dengan bidang tugas yang diampu pada sertifikat pendidik 
belum seluruhnya relevan, masih banyak terjadi kesenjangan diantara 
keduanya. Hampir 62% guru PNS yang sudah sertifikasi termasuk dalam 
kategori relevan sedangkan sisanya sebanyak 38% termasuk dalam kategori 
kurang relevan, tidak relevan dan bahkan ada beberapa guru yang tidak ada 
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keterangan. Analisis yang diuraikan di atas adalah pada seluruh guru PNS 
baik guru kelas, guru agama dan guru penjaskes. Untuk lebih fokus pada guru 
kelas, dari 264 guru PNS yang sudah sertifikasi terdapat sebanyak 165 guru 
kelas PNS yang juga sudah mendapatkan sertifikasi. Dari 165 guru kelas 
tersebut hanya 100 guru kelas atau sekitar 61% yang termasuk dalam kategori 
relevan, untuk kategori kurang relevan ada sebanyak 27 guru atau sekitar 
16% dan sebanyak 34 guru kelas atau sekitar 21% adalah guru yang termasuk 
dalam kategori tidak relevan.  
Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
analisis relevansi latarbelakang pendidikan guru sekolah maupun guru kelas 
belum seluruhnya relevan dengan bidang tugas yang diampu. Hal ini 
menimbulkan implikasi bahwa masih banyak guru yang tidak memiliki 
kualifikasi seperti yang dianjurkan oleh UU tentang Guru dan Dosen pasal 7 
yakni latar belakang pendidikan guru harus sesuai dengan bidang tugasnya. 
Ijazah yang dimiliki seorang guru harus serasi/relevan dengan bidang studi 
mengajar yang menjadi tugasnya saat ini. 
 Merefleksi kembali pada tiga rumusan masalah yang sudah ada di awal 
dan dari ketiganya sudah terjawab berdasarkan apa yang sudah diuraikan 
pada pembahasan di atas. Tiga rumusan masalah yang ada pada penelitian 
proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok untuk 
periode tahun 2015-2019 yaitu menjawab tentang (1) berapa jumlah 
kebutuhan guru kelas PNS di SD Negeri Kecamatan Depok pada tahun 2014 
(2) berapa proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di SD Negeri Kecamatan 
 107 
 
Depok pada tahun 2015-2019 (3) bagaimana analisis kualifikasi akademik 
dan relevansi latarbelakang pendidikan guru kelas terhadap bidang tugas yang 
diampu sebagai guru kelas di SD Kecamatan Depok pada tahun 2014. 
Kesimpulannya adalah untuk kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2014 
berdasarkan kondisi sekarang membutuhkan sebanyak 88 guru. Untuk 
proyeksi kebutuhan guru kelas PNS pada tahun 2015-2019 di SD negeri 
Kecamatan Depok membutuhkan sebanyak 88 guru. Hasil tersebut diketahui 
berdasarkan data jumlah guru kelas yang akan memasuki usia pensiun pada 
tahun berikutnya yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dengan sebaran 
tahun 2015 ada sebanyak 16 guru kelas yang akan pensiun, pada tahun 2016 
ada sebanyak 11 guru, pada tahun 2017 ada sebanyak 20 guru, pada tahun 
2018 ada sebanyak 21 guru dan pada tahun 2019 ada sebanyak 20 guru.   
  Berkaitan dengan proyeksi kebutuhan guru, untuk proyeksi kebutuhan 
sekolah pada lima tahun mendatang diperkirakan tidak akan mengalami 
penambahan sekolah baru karena berdasarkan data jumlah sekolah pada tahun 
2009-2013 yang lalu, jumlah sekolah SD negeri yang ada tetap konstan 
sebanyak 37 sekolah dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan 
sekolah. Sampai pada tahun 2014 jumlah sekolah yang ada di Kecamatan 
Depok adalah sebanyak 55 sekolah, berasal dari 18 sekolah swasta dan 37 
sekolah negeri.  
Jika jumlah sekolah SD negeri di Kecamatan Depok cenderung konstan, 
berbeda dengan jumlah rombel yang ada mengalami penambahan dan 
pengurangan. Meskipun pertumbuhan rombel pada data lima tahun yang lalu 
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mengalami naik dan turun akan tetapi diperkirakan tidak akan ada  
penambahan atau pengurangan rombel karena keadaan jumlah siswa di SD 
negeri Kecamatan Depok tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan. 
Jumlah siswa baru yang menduduki kelas 1 sudah tertampung sesuai daya 
tampung yang ada. Rata-rata jumlah siswa tiap rombelnya adalah sebanyak 
28-34 siswa. Ditambah pada saat ini masyarakat memiliki  banyak alternatif 
pilihan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berada di luar wilayah 
Kecamatan Depok. Karena secara geografis letak Kecamatan Depok berada 
di wilayah perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta 
sehingga tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak-
anaknya di sekolah yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini juga 
sebagai salah satu penyebab utama dari bertambah dan berkurangnya rombel 
di SD negeri Kecamatan Depok karena dipengaruhi oleh animo dan minat 
masyarakat. 
Pada intinya perhitungan penelitian proyeksi kebutuhan guru kelas ini 
didasarkan pada jumlah rombel yang ada dan kecenderungan guru yang akan 
pensiun pada tahun berikutnya. Jika jumlah rombel yang ada di SD negeri 
Kecamatan Depok sebanyak 312 rombel maka guru kelas yang seharusnya 
ada sebanyak 312 guru pula. Sedangkan apabila dikaitkan dengan peraturan 
yang mengatur tentang perbandingan rasio guru dan siswa sesuai apa yang 
ada pada PP 74 tahun 2008 tentang guru, perbandingan raiso guru dan siswa 
pada jenjang sekolah dasar adalah 1: 20 dan maksimal sebanyak 28 siswa. 
Oleh karena itu jika jumlah siswa di SD negeri Kecamatan Depok pada tahun 
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2014 sebanyak 8840 siswa maka rombel yang seharusnya ada berdasarkan 
perhitungan raiso guru dan murid adalah sebanyak 316 rombel.  
Menjawab rumusan masalah yang ketiga, kesimpulannya adalah secara 
kualifikasi akademik belum semua guru di SD negeri Kecamatan Depok 
memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1 seperti apa yang 
sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. Masih banyak guru dalam jabatan 
yang memiliki kualifikasi akademik di bawah kualifikasi akademik minimal 
S-1/D4. Dari total 461 guru yang ada baik guru kelas, guru agama maupun 
guru penjaskes hanya ada sebanyak 300 guru atau sekitar 65% yang 
memenuhi kualifikasi akademik minimal S-1. Sedangkan sisanya yaitu 33% 
terdiri dari 27 guru atau sekitar 5,9% tamatan dari SMA, 95 guru atau sekitar 
21% berasal dari tamatan DII, kemudian sebanyak 34 guru atau sekitar 7% 
berasal dari tamatan DIII dan sebanyak 5 guru atau sekitar 1,1% berasal dari 
tamatan S-2.   
Untuk guru kelas sendiri, dari total 299 guru kelas yang ada di Kecamatan 
Depok hanya sebanyak 180 guru atau sekitar 60% yang memenuhi kualifikasi 
akademik minimal S-1 PGSD dan 1 guru diantaranya merupakan tamatanS-2. 
Sedangkan sisanya yaitu 40% tetdiri dari 19 guru atau sekitar 6,3% berasal 
dari tamatan SMA, 75 guru atau sekitar 25% berasal dari tamatan DII, 
kemudian sebanyak 25 guru atau sekitar 8,4% berasal dari tamatan DIII. 
Dari total guru yang ada di Kecamatan Depok yaitu 462 guru hanya 
sebanyak 264 guru atau sekitar 57% yang sudah sertifikasi, sedangkan 
sisanya 197 guru atau 43% adalah guru yang belum sertifikasi. Untuk lebih 
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fokusnya pada guru kelas, dari 299 guru kelas yang ada hanya  165 guru atau 
sekitar 55% merupakan guru kelas yang sudah sertifikasi dan sisanya 
sebanyak 134 guru atau sekitar 45% belum sertifikasi. 
Hasil relevansi latarbelakang pendidikan guru terhadap bidang tugas yang 
diampu pada sertifikat pendidik menunjukkan bahwa dari 264 guru PNS yang 
sudah sertifikasi hanya sebanyak 163 guru termasuk dalam kategori relevan, 
sebanyak 42 guru termasuk dalam kategori kurang relevan, selanjutnya 
sebanyak 53 guru termasuk dalam kategori tidak relevan dan ada beberapa 
guru yang tidak ada kejelasan terkait ijazah yang dimiliki yaitu sebanyak 6 
guru tanpa keterangan. 
 Apabila diuraikan kembali pada fokus penelitian guru kelas, dari 264 guru 
PNS yang sudah sertifikasi ada sebanyak 165 guru kelas PNS yang sudah 
mendapatkan sertifikasi. Dari 165 guru kelas tersebut sebanyak 100 guru 
kelas yang termasuk dalam kategori relevan, 27 guru termasuk dalam kategori 
kurang relevan, 34 guru termasuk dalam kategori tidak relevan dan 4 guru 
tanpa keterangan karena tidak ada kejelasan pada data terkait ijazah yang 
dimiliki.  
Kerelevansian latarbelakang pendidikan terhadap bidang tugas yang 
diampu perlu diperhatikan karena hal ini tidak bisa dianggap biasa karena 
berkaitan dengan prinsip profesionalisme guru yang dinyatakan dalam UU 
Guru dan Dosen pasal 7 butir C bahwa guru harus memiliki kualifikasi 
akademik dan memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya. 
Dari pernyataan tersebut jelas bahwa kesesuaian atau keserasian latar 
 111 
 
belakang pendidikan dengan bidang studi yang saat ini diampu seorang guru 
sangat penting demi profesionalisme dan penguasaan kompetensi yang 
dikuasai guru seperti yang ada pada sertifikat pendidik yang diperolehnya. 
Kesenjangan jazah terhadap bidang studi akan berpengaruh  pada proses 
KBM yang kurang maksimal.  
 
D. Keterbatasan Penelitian 
      Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih 
adanya keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya terfokus pada proyeksi kebutuhan guru kelas SD yang 
berstatus PNS di Kecamatan Depok, tidak melakukan analisis lebih 
mendalam pada guru mapel SMP yang mengalami kelebihan guru maupun 
kekurangan jam mengajar kemudian dilimpahkan untuk mengajar di SD.  
2. Penelitian ini hanya terfokus pada guru kelas yang berstatus PNS khusus 
di sekolah dasar negeri tidak termasuk pada guru kelas yang berstatus PNS 
di sekolah dasar swasta.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari hasil penelitian proyeksi kebutuhan guru kelas 
sekolah dasar negeri di Kecamatan Depok untuk tahun 2015-2019 adalah 
sebagai berikut. 
1. Jumlah kebutuhan guru kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok pada 
tahun 2014 adalah sebanyak 88 guru. Hasil perhitungan tersebut berasal 
dari jumlah kekurangan guru PNS sebanyak 71 ditambah jumlah guru 
yang pensiun pada tahun 2014 sebanyak 17 guru. Secara singkat dapat 
disimpulkan bahwa di SD negeri Kecamatan Depok memang mengalami 
kekurangan guru karena dilihat dari ketersediaan guru kelas yang ada 
belum sebanding dengan jumlah rombel. Guru kelas yang ada sebanyak 
299 guru sedangkan jumlah rombel yang ada sebanyak 312. Dari 299 guru 
kelas tersebut sebanyak 241 guru yang berstatus PNS dan sisanya 
sebanyak 58 guru kelas yang berstatus GTT.  
2. Proyeksi kebututuhan guru kelas PNS di SD negeri Kecamatan Depok 
periode tahun 2015-2019 ini berdasarkan data guru yang akan memasuki 
usia pensiun. Hasil dari proyeksi kebutuhan guru kelas untuk lima tahun 
ke depan adalah sebanyak 88 guru. Hasil tersebut diketahui dari jumlah 
data guru kelas yang akan pensiun pada tahun 2015 sampai 2019 dengan 
sebaran tahun 2015 ada sebanyak 16 guru, tahun 2016 ada sebanyak 11 
guru, tahun 2017 ada sebanyak 20 guru, tahun 2018 ada sebanyak 21 guru 
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dan tahun 2019 ada sebanyak 20 guru. Berkaitan dengan proyeksi 
kebutuhan guru, untuk proyeksi kebutuhan sekolah pada lima tahun 
mendatang diperkirakan tidak akan mengalami penambahan sekolah baru 
karena berdasarkan data jumlah sekolah pada lima tahun terakhir jumlah 
sekolah negeri tetap konstan sebanyak 37 sekolah. Begitu pula dengan 
rombel tidak akan ada penambahan atau pengurangan rombel karena 
keadaan jumlah siswa di Kecamatan Depok tidak mengalami kelebihan 
maupun kekurangan. Jumlah siswa baru yang menduduki kelas 1 sudah 
tertampung sesuai daya tampung yang ada. Rata-rata jumlah siswa setiap 
rombelnya adalah sebayak 28-34 siswa. 
3. Hasil analisis kualifikasi akademik dan relevansi latarbelakang pendidikan 
guru dengan bidang tugas sebagai guru kelas SD di Kecamatan Depok 
pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. 
a. Kualifikasi akademik guru kelas 
Ketersediaan guru secara kuantitas atau jumlah saja tidak cukup untuk 
mencapai pendidikan yang berkualitas. Selain kuantitas perlu dibarengi 
dengan ketersediaan guru secara kualitas. Secara singkat seluruh guru 
yang ada di SD negeri Kecamatan Depok belum memenuhi kualifikasi 
akademik. Dari 299 guru kelas yang ada sekitar 60% atau sebanyak 
180 guru kelas yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 salah satunya 
terdapat 1 guru berasal dari tamatan S-2, sedangkan sisanya sebanyak 
40% atau sebanyak 119 guru belum memenuhi kualifikasi S-1. Dari 
199 guru tersebut rinciannya adalah sebanyak 25 guru (8,4%) 
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merupakan tamatan DIII, sebanyak 75 guru (25%) merupakan tamatan 
DII dan sebanyak 19 guru (9,3%) merupakan tamatan SMA,. 
b. Relevansi latarbelakang pendidikan guru kelas terhadap bidang tugas 
yang diampu sebagai guru kelas. 
Selain kualifikasi akademik minimal S-1 yang harus dimiliki guru, 
kerelevansian latarbelakang pendidikan yang dimiliki guru dengan 
tugas yang diampu menjadi keharusan sebagai cermin profesionalisme 
seorang guru. Dari 299 guru kelas yang ada diketahui sebanyak 165 
guru (55%) yang sudah sertifikasi dan sisanya sebanyak 134 guru 
(45%) belum sertifikasi. Hasil analisis relevansinya adalah dari 165 
guru kelas yang sudah sertifikasi diketahui sebanyak 100 guru kelas 
(61%) termasuk dalam kategori relevan/linier sebagai lulusan S-1 
PGSD dan mengajar sebagai guru kelas, sebanyak 27 guru (16%) 
termasuk dalam kategori kurang relevan yaitu guru yang memiliki 
latarbelakang pendidikan daari salah satu 5 bidang studi pokok yang 
ada pada SD (Pendidikan Matmatika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, 
PPKN) dan mengajar sebagai guru kelas, sebanyak 34 guru (21%) 
termasuk dalam kategori tidak relevan diluar S-1 PGSD dan 
serumpunnya dan sebanyak 4 guru (2%) tidak diketahui keterangan 
pada kolom tamatan pendidikannya. Secara singkat guru kelas yang 
termasuk dalam kategori relevan adalah guru yang linier berasal dari 
S-1 PGSD, sedangkan untuk guru yang termasuk dalam kategori 
kurang relevan adalah berasal dari lulusan Pendidikan Sejarah, PPKN, 
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Bahasa Indonesia dan Pendidikan Matematika. Untuk kategori tidak 
relevan yaitu berasal dari lulusan Administrasi Pendidikan, Teknologi 
Pendidikan, Bimbingan Konseling dan Ilmu Pendidikan.  
 
B. SARAN 
Dari kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran yang 
berkaitan dengan kebutuhan guru kelas sebagai berikut. 
1. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya segera memberhentikan 
moratorium dan segera melakukan pengangkatan guru CPNS khususnya 
untuk formasi guru kelas. Pengangkatan guru perlu mempertimbangkan 
keberadaan guru GTT/Wiyata bakti. 
2. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan riil guru kelas PNS pada lima tahun 
mendatang membutuhkan sebanyak 88 guru dengan sebaran pada tahun 
2015 sebanyak 16 guru, tahun 2016 sebanyak 11 guru, tahun 2017 
sebanyak 20 guru, tahun 2018 sebanyak 21 guru dan tahun 2019 sebanyak 
20 guru. Oleh karena itu kiranya perlu menjadi perhatian penting bagi 
Pemerintah Kabupaten Sleman pada saat melakukan pengangkatan CPNS 
guru di wilayah Kecamatan Depok  
3. Berdasarkan hasil temuan terdapat beberapa sekolah yang mengalami 
kelebihan guru melebihi jumlah rombel. Oleh karena itu kiranya perlu 
penataan ulang terkait penempatan dan pendistribusian guru kelas. 
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4. Bagi guru kelas yang belum memperoleh sertifikat pendidik, menjadi 
suatu keharusan untuk memiliki latarbelakang pendidikan sebagai S-1 
PGSD karena menyangkut pada prinsip profesionalisme guru. 
 
C. DISKUSI 
Penelitian ini hanya terfokus pada proyeksi kebutuhan guru kelas PNS di 
SD negeri Kecamatan Depok, khususnya pada guru kelas yang ada di sekolah 
dasar negeri dan tidak termasuk pada guru kelas yang berstatus PNS yang 
mengajar di sekolah dasar swasta. Berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama 
5 Menteri tentang penataan guru PNS bahwa pada penelitian ini tidak 
melakukan analisis lebih mendalam pada guru mapel SMP yang mengalami 
kelebihan guru maupun kekurangan jam mengajar kemudian dilimpahkan 
untuk mengajar di SD. Selain itu, berdasarkan asumsi Kepala Bidang BPPTK 
Dinas Dikpora Kabupaten Sleman bahwa untuk perhitungan kebutuhan guru 
pada sekolah yang berstatus negeri adalah berpatok pada guru yang berstatus 
PNS.  
Perhitungan kebutuhan guru kelas pada penelitian ini berdasarkan 
kebutuhan riil yaitu berdasarkan data guru yang akan memasuki usia pensiun 
dan berdasarkan tinjauan guru kelas yang berstatus PNS. Berdasarkan hasil 
kekurangan guru kelas secara status PNS adalah sebanyak 88 guru dan hasil 
proyeksi kebutuhan guru kelas pada lima tahun mendatang membutuhkan 
sebanyak 88 guru. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka perlu segera 
dilakukan pembukaan formasi pengangkatan CPNS untuk guru kelas PNS. 
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Pembukaan formasi pengangkatan guru PNS dilakukan berdasarkan 
kemampuan pemerintah Kabupaten Sleman. 
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PANDUAN DOKUMENTASI 
Keadaan Sekolah, Rombel, Siswa dan Guru 
1.  Jumlah Sekolah Pada Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun SD Negeri SD Swasta Jumlah Sekolah 
1.  2009    
2. 2010    
3. 2011    
4. 2012    
5. 2013    
 
2. Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) SD negeri Lima Tahun Terakhir 
2009-2013 
No. Tahun Jumlah Rombel 
1.  2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
 
3. Jumlah Siswa Kelas 1 SD negeri Pada Lima Tahun Terakhir 2009-2013 
No. Tahun Jumlah Siswa 
1.  2009  
2. 2010  
3. 2011  
4. 2012  
5. 2013  
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4. Jumlah Guru Kelas Lima SD negeri Tahun Terakhir pada Tahun 2009-
2013 
 
No. 
 
Tahun 
Guru Kelas  
Jumlah PNS GTT 
1. 2009    
2. 2010    
3. 2011    
4. 2012    
5. 2013    
 
5. Jumlah Guru Kelas Yang Pensiun Pada Lima Tahun Terakhir 2009-
2013 
No. Tahun Guru Kelas Yang 
Pensiun 
1. 2009  
 
2. 2010  
 
3. 2011  
 
4. 2012  
 
5. 2013  
 
 
6. Jumlah Guru Kelas Yang Akan Pensiun Pada Tahun 2014 dan Lima 
Tahun Kedepan 2015-2019 
No. Tahun Guru Kelas Yang Akan 
Pensiun 
1. 2014  
2. 2015  
3. 2016  
4. 2017  
5. 2018  
6. 2019  
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7. Jumlah Guru Kelas Yang Diangkat Sebagai CPNS Pada Tahun 2009-2013 
 
No Tahun Jumlah Guru Kelas Yang 
Diangkat CPNS 
1. 2009  
 
2. 2010  
 
3. 2011  
 
4. 2012  
 
5. 2013  
 
 
8. Keadaan Sekolah, Rombel dan Guru Pada Tahun 2014 
Tahun SD Jumlah 
Rombel 
SD Negeri 
Jenis Guru Jumlah 
Negeri Swasta 
 
 
 
2014 
   Kepala 
Sekolah 
 
Guru Kelas  
 
Guru Agama  
 
Guru 
Penjaskes 
 
Guru Mulok 
Bhs. Inggris 
 
Jumlah Total Guru  
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